BAB 2
HAK ATASTANAH BERSAMA RUMAH SUSUN DAN
MASALAH PERPANJANGANNYA

1.1 Rumah Susun dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

2.1.1 Pengertian Seputar Rumah Susun

Rumah susun sebagaimana diatur oleh Undang-undamgoiN 16
Tahun 1985 tentang Rumah Susun (UU No. 16 Tahurb)l8&rupakan
suatu lembaga kepemilikan baru dalam hukum kebendialndonesia.
Sebelum berlakunya Undang-undang ini, sebenarsyensikepemilikan atas
bangunan bertingkat sudah dikenal di Indonesia,umagistem kepemilikan
atas gedung bertingkat tersebut adalah beruparsikepemilikan tunggal
dimana pemilik seluruh gedung dan pemegang hakiatahnya merupakan
pihak yang sama. Jika ada pihak lain yang ingingganakan bagian dari
gedung tersebut, maka ia harus melakukan hubureysa-senyewa dengan
si pemilik gedung. Jadi, sebelum berlakunya UU N6. Tahun 1985,
penghuni dan pengguna bagian atas gedung tersefaklah menjadi
pemilik bagian tersebut dan/ataupun tanahnya. Dehgalakunya UU No.
16 Tahun 1985, penghuni dan pengguna bagian gethragbut menjadi
dimungkinkan untuk memiliki sebagian dari gedungseébut dan juga
sebagian atas tanah tempat gedung tersebut bexdaia proporsional.

Pengaturan yang demikian menurut UU No. 16 Tahusb 1&dalah
sesuai dengan asas pemisahan horizontal sebagadreand oleh Hukum

Adat di Intonesia, yang merupakan dasar Hukum T&fwdional kita. Dalam
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rangka asas tersebut, setiap benda yang menurutiwian tujuannya dapat
digunakan sebagai satu kesatuan yang mandiri, dapaijadi objek
pemilikan secara pribadi. Dalam hal bangunan bertingkat, setiap ruangan
yang terdapat dalam gedung tersebut dapat digunakak keperluan yang
berbeda-beda secara mandiri walaupun sebenarnyi ma&supakan satu
kesatuan dengan fisik gedung yang bersangkutarh &éeena itu, tiap
ruangan tersebut dapat menjadi objek pemilikanragqmé#badi.

Undang-undang No. 16 Tahun 1985 mengatur secass tbghwa
pemilikan bagian-bagian gedung secara individuahutigkinkan dalam
bentuk Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSR8paigkan bagian-
bagian lainnya yang dimiliki bersama, demikian judengan tanahnya,
menjadi milik bersama yang tidak terpisah dari sempemilik satuan rumah
susun yang masing-masing merupakan bagian yang tetpisahkan dari
pemilikan satuan rumah susun yang bersangklit@engertian Rumah
Susun sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka @arndrundang No. 16
Tahun 1985 secara jelas menunjukkan kemungkinaremkdigan yang
demikian:

‘Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang
dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi ddagian-bagian
yang distrukturkan secara fungsional dalam aratzdwotal maupun
vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masisgimadapat
dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutam@kitempat hunian,
yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda-baysdan tanah-
bersama®

Selanjutnya, dalam pasal 8 Undang-undang No. 1&md®85 juga
dikatakan bahwa Hak Milik atas Satuan Rumah Susiatah hak milik atas

satuan yang bersifat perseorangan dan terpisaly, ryatiputi juga hak atas

%9 HarsonoOp. Cit., him. 356.
% |bid., 356-357.

%2 Indonesia (1)Qp. Cit., pasal 1 angka (1).
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bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersamg gamuanya
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan adersgtuan yang
bersangkutaf® Dengan kata lain, jika seseorang memiliki hak dtagian
dari bangunan bertingkat yang dinamakan HMSRS, makaemiliki dua
jenis hak:

a. Hak yang bersifat perorangan, yaitu hak milik atagian dari

gedung itu atau yang dinamakan satuan rumah susun.

b. Hak yang bersifat kolektif, yaitu hak atas bendeséma, bagian

bersama, dan tanah bersatha.

Hubungan antara satuan-satuan rumah susun dengda bersama,
bagian bersama, dan tanah bersama tersebut dalgzt dpada Nilai
Perbandingan Proporsional (NPP). Yang dimaksud alemPP adalah nilai
atau angka yang menunjukkan perbandingan antatemrsatimah susun
terhadap hak atas bagian bersama, benda bersamatadah bersama
berdasarkan luas atau nilai satuan rumah susun.oNR&h hanya gambaran
akan hak pemilik satuan rumah susun terhadap resktahah, benda, dan
bagian bersama, tetapi juga cerminan akan adanyajiban pemilik untuk
mengeluarkan biaya pemeliharaan dan perbaikan kik@&mbersama yang
nantinya akan dibebankan padaryaewajiban ini patut dipatuhi sebab
kerusakan pada satu bagian bangunan dapat merwugpkanh pemilik dan
penghuni bangunan tersebut. Oleh karena itu, kbamjini perlu diatur
secara jelas dan tegas.

#bid., Pasal 8 ayat (2) dan (3).

3 Benda bersama dapat diartikan sebagai segala hemdntidak melekat pada
struktur bangunan rumah susun namun dimiliki beesasecara tidak terpisah untuk
pemakaian bersama, seperti tempat parkir dan ketaang. Bagian bersama adalah bagian
yang melekat pada struktur bangunan namun bukaarbagtuan rumah susun yang dimiliki
secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dsdaunkesatuan fungsi dengan satuan
rumah susun, seperti pondasi dan lift. Tanah beasaaalah sebidang tanah yang digunakan
atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yat@srd/a berdiri rumah susun dan
ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin banguibat Indonesia (1)Op Cit., pasal 1
angka (4), (5), dan (6).

% Erwin Kallo (1), Panduan Hukum untuk Pemilik/Penghuni Rumah Susun
(Kondominium, Apartemen, dan Rusunami), (Jakarta : Minerva Athena Pressindo, 2009),
him. 60.
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Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) dihitung beetkar™®
a. Luas Satuan Rumah Susun
NPP = Luas Satuan X 100%
Jumlah Luas Satuan

b. Nilai Satuan Rumah Susun
NPP = Harga Satuan X 100%

Jumlah Luas Satuan

Karena adanya dua hak yang bersifat perorangankdesktif ini,
terutama berkaitan dengan hak atas tanah bersam@ sifatnya tidak
terpisah, subjek hukum yang dapat memiliki suatussarumah susun sangat
tergantung dengan jenis hak atas tanah dari tapegaina tempat rumah
susun tersebut. Jenis hak atas tanah rumah sugamtieng dari jenis hak
apa yang dimohonkan oleh Penyelenggara Pembangmmaah susun
kepada Pemerintah sebelum dimulainya pembangunaahrususun, dan
kemudian akan menentukan siapa saja yang dapatlikiesatuan rumah
susun yang berdiri diatas tanah tersebut.

212 Hak atas Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun dan
Subjeknya

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 1985, tususun hanya
dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak gurmeglmaan, hak pakai atas
tanah Negara, atau hak pengelolaan sesuai dengatuna@ perundang-
undangan yang berlaku. Untuk tanah dengan hak jmage, Undang-
undang memberikan pengaturan khusus vyaitu bahwayef@mgara
pembangunan wajib menyelesaikan status hak gunguban diatas tanah

tersebut sebelum menjual satuan rumah susun yarsargkutart’ Jadi,

38 | bid.

3" Indonesia (1)Op Cit., pasal 7 ayat (1) dan (2).
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dapat dikatakan bahwa rumah susun dapat dibangataslitanah hak milik,
hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negarahalaguna bangunan

diatas hak pengelolaan.

A. Hak Milik

Hak Milik merupakan hak yang terpenuh dan palingtku
serta bersifat turun-temurun, yang hanya dapatriédoe kepada
warga negara Indonesia tunggal, dengan pengecuakaan-
badan hukum tertentu sebagaimana diatur dalam uUPanat
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukastar
badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas afan
yaitu:®

I. Bank-bank yang didirikan oleh Negara;

il. Perkumpulan-perkumpulan = Koperasi Pertanian yang
didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 Tahun
1958;

ili. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri
Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama,;

iv. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri
Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri
Kesejahteraan Sosial.

Tidak ada jangka waktu berlakunya Hak Milik atasata
dalam arti Hak Milik dapat diwariskan turun-temuyumamun Hak
Milik dapat hapus bila:

i. tanahnya jatuh kepada negara karéna:

- pencabutan hak

- penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya

- ditelantarkan

¥ Indonesia (4), Undang-undang tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang
Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah, UU No. 38, LN No. 61 tahun 1963, Psl. 1.

% Indonesia (1)Qp. Cit., Psl. 27 jo. Psl. 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).
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- jatuh ke tangan pihak yang bukan subjek Hak Milik.
Jika hal tersebut terjadi karena pewarisan, percaamp
harta perkawinan, kehilangan warga negara maka hak
milik tersebut wajib dilepaskan dalam jangka waktu
satu tahun atau tanahnya menjadi tanah negara,
sedangkan jika hal itu disebabkan karena adanya jua
beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengarawasi
dan perbuatan-perbuatan lain yang sifatnya
memindahtangankan maka tanahnya otomatis menjadi
tanah negara.

il. tanahnya musnah.

Untuk rumah susun, mengingat bahwa pembangun rumah
susun dan pemilik satuan rumah susun harus memeyainat
sebagai pemegang hak atas tanah di atas mana rsosaim
didirikan, maka satuan rumah susun yang dibangas &inah
dengan hak milik hanya terbatas pemilikannya pasfagorangan
warga negara Indonesia dan Badan Hukum yang dkunju
berdasarkan PP No. 38 Tahun 1963 tersebut. Sedangkag
dapat membangun rumah susun diatas tanah Hak [dd&ah
kelompok perorangan atau swadaya masyarakat.

B. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan da
mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan mdilsandiri,
untuk selama jangka waktu tertentu, yang dapatlitinbaik oleh
warga negara Indonesia tunggal maupun Badan Hukdanksia
(yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkiettan di
Indonesia)'® Jangka waktu hak ini paling lama 30 tahun dan dapa
diperpanjang lagi untuk waktu paling lama 20 tahlfsesudah itu,

hak tersebut dapat diperbaharui.

0 Kartini Muljadi dan Gunawan WidjajaHak-hak atas Tanah, Cet. 4 (Jakarta :
Kencana Prenada Media Group, 2007), HIm. 25 — 26.
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Selain atas tanah negara, Hak Guna Bangunan jygat da
diberikan atas tanah Hak Pengelolaan dan tanahviék namun
untuk Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Milik,gag¢uran
mengenai jangka waktu haknya sedikit berbeda. HalnhaG
Bangunan diatas tanah Hak Milik tidak dapat dipejg@g, namun
dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan pemétsnGuna
Bangunan dengan pemegang Hak Milik. Untuk Hak Guna
Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan, perpanjargsm
pembaharuan Hak Guna Bangunan harus mendapat ypeaset
dari pemegang Hak Pengelolaan terlebih dahulu. kKntu
pembangunan rumah susun sebaiknya digunakan taeadgar
Hak Guna Bangunan murni agar proses perpanjandgamydali
kemudian hari tidak membutuhkan persetujuan pihak |

Subjek Hak Guna Bangunan atau yang dapat menjadi
pemegang Hak Guna Bangunan diatur dalam pasal d8uPsn
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Gunaad)ddak
Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (PP Nd.ahQn
1996), yaitu™
i.  Warga negara Indonesia
ii. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indoaelan

berkedudukan di Indonesia.

Hak Guna Bangunan hapus jika terpenuhi kondisindala
pasal 35 PP No. 40 Tahun 1996, yéftu:

I. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkaandal
keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam
perjanjian pemberiannya.

ii. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang pemegang Hak
Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka

waktu berakhir karena:

*! Indonesia (2)Qp. Cit., Psl. 19.

“21bid., Psl. 35.
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- tidak dipenuhinya kewajiban pemegang hak dan/atau
dilanggarnya ketentuan pasal 30, pasal 31, dan32asa
- tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-
kewajiban yang terutang dalam perjanjian pemberian
Hak Guna Bangunan antara pemegang Hak Guna
Bangunan dan pemegang Hak Milik atau perjanjian
penggunaan tanah Hak Pengelolaan, atau
- putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.
iii. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hakngduseb
jangka waktu berakhir
iv. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tah@h 19
v. ditelantarkan
vi. tanahnya musnah
vii. ketentuan Pasal 20 ayat (2), yaitu karena pemediaig
Guna Bangunan bukan lagi subjek Hak Guna Banguaan d
haknya tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangkétu
satu tahun.
Dalam hal jangka waktu pemberian haknya habisat&p
Hak Guna Bangunan atas Tanah Negara, berdasarkaotpmman
pemegang haknya, dapat diperpanjang atau dipetnakika
memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam pasaja? (1)
PP No. 40 Tahun 1996, yait:
a. tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuaiadeng
keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;
b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi ahergék
oleh pemegang hak; dan
c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pembkgkng
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19;
d. tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tatag Rua

Wilayah yang bersangkutan.

3 Indonesia (2)Qp. Cit., Psl 26 ayat (1).
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Untuk Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan,
perpanjangan atau pembaharuannya harus mendapatypean
dari pemegang Hak Pengelold4n.

Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangu
atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya taluwan
sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangueesebut
atau perpanjangannya dan perpanjangan atau perabahga
tersebut akan dicatat dalam buku tanah pada K&eanaha’

. Hak Pakai

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau
memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsuefy degara
atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenatsan
kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pembgyaroleh
pejabat yang berwenang memberikannya atau dalajanpan
dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian seeayewa
atau perjanjian pengolahan tarfah.

Hak Pakai dapat diberikan atas tanah Negara, téiah
Pengelolaan, atau tanah Hak Milik dan yang dapatjade subjek
Hak Pakai adalaf?:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia

dan berkedudukan di Indonesia;

c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan

Pemerintah Daerah;
d. Badan-badan keagamaan dan sosial,

e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

*41bid., Psl. 26 ayat (2).

*1bid., Psl. 27.

“6 Hutagalung (1)Qp. Cit., HIm. 22.

" Indonesia (2)Qp. Cit., Psl. 39 dan Psl. 41.
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f. Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di
Indonesia;

g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan

internasional.

Jangka waktu Hak Pakai paling lama 25 tahun daratdap
diperpanjang untuk jangka waktu 20 talffirak Pakai juga dapat
diberikan untuk waktu yang tidak ditentukan jikgpeligunakan
untuk keperluan tertentu, antara lain untuk keerlDepartemen,
Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daera
perwakilan negara asing dan perwakilan badan iasgonal, serta
badan keagamaan dan sosial. Jika diberian atals Negara, Hak
Pakai dapat diperpanjang atau diperbaharui atashgheman
pemegang hak jika memenuhi syarat:

a. tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuaadeng

keadaan sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;

b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi ateng

baik oleh pemegang hak; dan

c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang

hak.

Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan hanya dapat
diperpanjang atau diperbaharui atas usul pemegarak H
Pengelolaan sementara atas tanah Hak Milik tidakatda
diperpanjang melainkan hanya bisa diperbaharuie@agalam hal
Hak Guna Bangunan, untuk pembangunan rumah subarksga
digunakan tanah berstatus Hak Pakai murni diataghtanegara
agar ketika proses perpanjangan haknya kelak tigakbutuhkan
persetujuan pihak ketiga.

Hak Pakai hapus karena hal-hal yang tercantum d&asal
55 PP No. 40 Tahun 1996, yaftu:

“8 Hutagalung (1), Loc. Cit.

9 Indonesia (2)Qp. Cit., Psl 55.

19 Universitas Indonesia

Implikasi sertifikat..., Martina, FH Ul, 2010.



a. berakhirnya jangka waktu haknya
b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegaikg Ha
Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka
waktu berakhir karena:
i. tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemeaghak
dan/atau dilanggarnya ketentuan pasal 50, Pasal51,
dan Pasal 52;
ii. tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-
kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemerian
Hak Pakai antara pemegang Hak Pakai dan pemegang
Hak Milik atau perjanjian penggunaan Hak
Pengelolaan; atau
iii. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
C. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya
sebelum jangka waktu berakhir;
d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun
1961;
e. ditelantarkan;
tanahnya musnah;
g. ketentuan pasal 40 ayat (2).
D. Hak Pengelolaan
Hak Pengelolaan tidak diatur dalam Undang-undankplfo
Agraria. Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menbegara
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomagin 1999
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pdarbata
Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara (PMNAKEB.
3 Tahun 1999), Hak Pengelolaan adalah hak mengudesai
Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagiarpalikan
kepada pemegangnya. Sedangkan berdasarkan Pagalt Z3n
huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentarep B
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Undang-gridian21
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Tahun 1997), Hak Pengelolaan adalah hak menguasaNdgara
yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpakdqaada
pemegangnya, antara lain berupa perencanaan peannidan
penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk kep@dleksanaan
tugasnya, penyerahan bagian dari tanah tersebwtd&epihak
ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiggiaBdagian
tanah Hak Pengelolaan tersebut dapat diberikandeepinak lain
dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.
Pemberiannya dilakukan oleh Pejabat Badan Pertaridhaional
yang berwenang, atas usul pemegang Hak Pengelolaag
bersangkutan.

Dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri Neganarfsg/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun fi@88ng
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tasgdradan
Hak Pengelolaan (PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999) diatur
mengenai siapa saja yang dapat diberikan Hak Relagal yaitu :

a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerabh;
Badan Usaha Milik Negara;

Badan Usaha Milik Daerah;
PT. Persero;

Badan Otorita;

-~ o a0 T

Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk
Pemerintah

Pada Pasal 67 ayat (2) ditambahkan ketentuan p&mber
haknya vyaitu: Badan-badan hukum sebagaimana dirdaksu
pada ayat (1) dapat diberikan Hak Pengelolaan gap@an
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkai¢sugash
pengelolaan tanabh.

Dalam hal penggunaan tanah Hak Pengelolaan
diserahkan kepada pihak ketiga, wajib dibuat pggartertulis
antara pihak pemegang Hak Pengelolaan dengan gétaja
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yang bersangkutan dan ketika jangka waktu hak tash
yang dibebankan atas tanah Hak Pengelolaan terseiig,
maka tanah yang bersangkutan kembali ke dalam psagun
pemegang Hak Pengelolaan tersebut.

Dengan adanya berbagai macam hak atas tanah ypatgdigunakan
untuk membangun rumah susun, pemilihan jenis hak &nah bersama
rumah susun tergantung pada status penyelenggardapgunannya karena
penyelenggara pembangunan adalah pihak yang menhmathoatas tanahnya.
Dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tal9&5 Hisebutkan bahwa
pembangunan rumah susun dapat diselenggarakan oleh:

1. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD));
Koperasi;

Badan Usaha Milik Swasta (BUM Swasta);

Swadaya Masyarakat;

o H W N

Kerja sama antar badan-badan tersebut sebagailpeggara.

Yang dimaksud dengan BUMN/BUMD adalah badan hukuwengy
modalnya seluruh atau sebagian milik negara yaitemd®intah
Pusat/Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Perusahaan Daerabh;

2. Perusahaan Umum;

3. Persero.

Sedangkan yang dimaksud dengan BUM Swasta adalah:

1. BUM Swasta yang modalnya modal nasional;

2. BUM Swasta yang bermodal campuran asing dan ndsiona

3. BUM Swasta yang 100% modal asing
Sepanjang BUM Swasta tersebut memenuhi syarat aef@Bglan Hukum

Indonesia’

0 Hutagalung (1)Op. Cit., HIm. 20.
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2.2 Lahirnya Sertipikat Hak atas Tanah Bersama dan
Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

221 Proses Pembangunan dan Sertifikass Rumah Susun oleh
Penyelenggar a Pembangunan

Proses pembangunan rumah susun dimulai dengan lpenao izin
lokasi dari Pemerintah Daerah setempat mengenasigkang dipilih untuk
pembangunan rumah susun beserta luas tanah yaagudgn. Mengenai
lokasi yang dipilih oleh Penyelenggara PembanguRasal 22 PP Nomor 4
Tahun 1988 memberi syardt:

(1) Rumah susun harus dibangun di lokasi yang sesuagate
peruntukan dan keserasian lingkungan dengan meatperh
rencana tata ruang dan tata guna tanah yang ada.

(2) Rumah susun harus dibangun pada lokasi yang menmkagk
berfungsinya dengan baik saluran-saluran pembuardgam
lingkungan ke sistem jaringan pembuangan air hdgmjaringan
air limbah kota.

(3) Lokasi rumah susun harus mudah dicapai angkutang yan
diperlukan baik langsung maupun tidak langsung paddtu
pembangunan maupun penghunian serta perkembangarasdi
mendatang, dengan memperhatikan keamanan, ketertden
gangguan pada lokasi sekitarnya.

(4) Lokasi rumah susun harus dijangkau oleh pelayaaangan air
bersih dan listrik.

(5) Dalam hal lokasi rumah susun belum dapat dijangkéeh
pelayanan jaringan air bersih dan listrik, penygtEra

pembangunan wajib menyediakan secara tersendignaanir

*! Indonesia (3)Qp. Cit., psl. 22.
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bersih dan listrik sesuai dengan tingkat keperlyarshan dikelola

berdasarkan peraturan perundang-undangan yandunerla

Izin lokasi tersebut berlaku dalam jangka waktw Sampai tiga tahun
sesuai dengan luas tanah yang dimohottkdan dapat diperpanjang satu
tahun lagi. Hal-hal yang dapat dipertimbangkan malpersetujuan atau
penolakan perpanjangan izin lokasi adalah mininG#o Sareal tanah telah
diperoleh/dikuasai dan kemampuan penyelenggara gegoinan untuk
melanjutkan pembangunannya.

Setelah izin lokasi yang dimohonkan disetujui olBlemerintah
Daerah, maka selanjutnya dilakukan kegiatan unteknperoleh tanah/ lokasi
yang dibutuhkan tersebut sesuai status hak atah teersebut dan status
penyelenggara pembangunan.

Menurut hukum tanah nasional, dikenal tiga macaatust tanah,
yaitu:

1. Tanah Negara, yaitu tanah yang langsung dikuashiégara

2. Tanah hak, yaitu tanah yang dipunyai oleh peronaregau badan

hukum; artinya sudah terdapat hubungan hukum yamtkrit
antara subjek tertentu dengan tanahnya

3. Tanah ulayat, yaitu tanah dalam penguasaan suafiyanakat

hukum adat.

Secara garis besar, tata cara memperoleh tanatrmdmukum tanah
nasional adalah sebagai berikut:

1. Acara Permohonan dan Pemberian Hak atas Tanahafnkh yang

diperlukan berstatus tanah Negara.

2. Acara Pemindahan Hak, jika tanah yang diperlukastatis tanah

hak, pihak yang memerlukan tanah merupakan sulgeldk atas

*2 Untuk tanah seluas sampai dengan 25 Ha izin lakberikan untuk jangka waktu
1 tahun, tanah seluas 25 sampai dengan 50 Ha jartigka waktu 2 tahun, sedangkan untuk
tanah seluas lebih dari 50 Ha jangka waktunyah®irta Menteri Negara Agraria/Badan
Pertanahan Nasional (1Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional tentanglzin Lokasi, PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1).

%3 Hutagalung (1)Op. Cit., him. 41.
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tanah tersebut, dan pihak yang memiliki tanah beke
memindahkan hak atas tanahnya tersebut. Cara-eanngahan
hak yang dapat dilakukan antara lain dengan metakykal-beli,

tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, atau inbreng.

3. Acara Pelepasan Hak, jika tanah yang diperlukastéieis tanah
hak atau tanah hak ulayat suatu masyarakat hukwah dichana
pihak yang membutuhkan tanah bukan merupakan sufgal
dapat memiliki hak atas tanah tersebut sedangkparsilik tanah
bersedia menyerahkan tanahnya. Acara pelepasan wagik
dilakukan dengan surat pernyataan pelepasan hakg yan
ditandatangani oleh pemegang hak dan diketahuip@gtbat yang
berwenang.

Setelah acara pelepasan hak, dilakukan permohoa&nyang
sesuai dengan status pihak yang membutuhkan taersbtit.

4. Acara Pencabutan Hak hanya dapat dilakukan oleheetah
untuk keperluan penyelenggaraan kepentingan umumgade
pemberian ganti rugi yang layak kepada pihak yarmgnpunyai

tanah.

Selain dengan keempat cara tersebut, apabila p#uadx memerlukan
tanah hanya ingin menggunakan tanah dalam jangkduwrtentu dan
pemegang hak atas tanah yang tersedia tidak bensesihindahkan tanahnya,
misalnya menjualnya, maka dapat dilakukan dengarmbuat suatu
perjanjian antara pemilik tanah tersebut dengamakpiyang membutuhkan
tanah. Perjanjian-perjanjian tersebut antara langapjian sewa menyewa dan
perjanjian pembebanan Hak Pakai atau Hak Guna Bamggi atas tanah Hak
Milik. °* Untuk pembangunan rumah susun yang jangka waktghpmiannya
relatif lama, pilihan ini tidak tepat untuk digursak Sebaiknya, tanah yang
disediakan untuk pembangunan rumah susun oleh |esggara

* Arie S. Hutagalung, Suparjo Sujadi, dan Rahayuwitari, Asas-Asas Hukum
Agraria Bahan Bacaan Pelengkap Perkuliahan Hukum Agraria, (Depok: Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2001) him. 66-67
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pembangunan adalah tanah hak secara primer, datarha atas tanah
tersebut langsung diberikan diatas tanah negara.

Dalam hal perolehan tanah dilakukan dengan pernmashohak
terhadap tanah negara, prosedur yang harus ddetur dalam Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanddakiNomor 9 Tahun
1999 tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanviikkAtas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan (PMNA/KBPN Nomor 9 Tath@f9), yaitu
dengan mengajukan permohonan secara tertulis meagan formulir/blanko
yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten/Katgana

Untuk Hak Milik, permohonannya memust:

1. Keterangan mengenai pemohon:

a. apabila perorangan: nama, umur, kewarganegataarpat
tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai
isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggumya.

b. apabila badan hukum: nama, tempat kedudukam ateu
peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surattkepn
pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang
penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat meaipun
hak milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi viatialis dan data
fisik:

a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat beztpakat,
girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasaak hdan
pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yangdidah
dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPATa akt
pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehat tamaya.

b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Sufaitr l&tau
Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya).

c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian).

d. Rencana penggunaan tanah

e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara).

3. Lain-lain:

* Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasioifd), Peraturan Menteri
Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, PMNA/KBPN No. 9 Tahun
1999 Pasal 9.
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a. keterangan mengenai jumlah bidang, luas damsstainah-
tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidaargah yang
dimohon

b. keterangan lain yang dianggap perlu.

Dalam rangka pengajuan permohonan tersebut, peldunpmirkan
dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam PasaPMRA/KBPN
Nomor 9 Tahun 1999, yaifi:

1. Mengenai Pemohon:

a. Jika perorangan: foto copy surat bukti identitasiat bukti
kewarganegaraan Republik Indonesia;

b. Jika badan hukum: foto copy akta atau peraturaudipannya
dan salinan surat keputusan penunjukannya sesudjade
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Mengenai tanahnya:

a. Data yuridis: sertipikat, girik, surat kapling, atssurat bukti
pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dateath
yang telah dibeli dari pemerintah; akta PPAT, gkttepasan
hak, putusan pengadilan, dan surat-surat buktilgesa tanah
lainnya;

b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, laifzaada;

c. surat lain yang dianggap perlu.

3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidargg tan
status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemol@masuk
bidang tanah yang dimohon.

Setelah permohonan diisi dan surat-surat lampiiemgkapi, maka
permohonan dimasukkan ke Kantor Pertanahan dimamahtitu terletak
melalui loket pelayanan. Setelah pemohon membaggalpengukuran dan
pemeriksaan tanah, Panitd’Akan melakukan pengukuran dan pemeriksaan

tanah yang hasilnya dituangkan dalam Risalah P&saem Tanah.

*5|bid., psl. 10.
" panitia Pemeriksaan Tanah A atau Panitia A adplahitia yang bertugas
melaksanakan pemeriksaan tanah dalam rangka psaigigpermohonan untuk memperoleh

Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, HRdkai atas Tanah Negara, dan
penyelesaian permohonan pengakuan hak. SelainidP@jitterdapat Panitia Pemeriksaan
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Cara mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan, Hledki,Rlan
Hak Pengelolaan pada dasarnya sama dengan permaHakaMilik, kecuali
untuk hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Giaka Bangunan oleh
perusahaan yang menggunakan fasilitas penanamaal rdad perusahaan
kawasan industri. Khusus untuk Hak Pengelolaamladetoerkas memenuhi
syarat, Kepala Kantor Pertanahan mengirimkan begtasbut kepada Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propiméuku mendapatkan
keputusan disertai fatwa/pertimbangan. Setelah agoeusyaratan dipenuhi,
maka berkas tersebut disampaikan kepada Menterardefygraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan keputus
Selanjutnya, dilihat siapa yang berhak memberikarsgiujuan
pemberian hak sebagaimana diatur dalam PeraturanteNeNegara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Buial999 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan PembatalantuseapuPemberian
Hak Atas Tanah Negara, sebagai berikut:
1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya member
keputusan mengenai pemberian:
a. Hak Milik: untuk tanah pertanian yang luasnya tidiatkih dari
2 HA (dua hektar) dan untuk tanah non pertaniamgyaasnya
tidak lebih dari 2.000 m? (dua ribu meter persegita dalam
rangka pelaksanaan program transmigrasi, redisiritanah,
konsolidasi tanah, dan pendaftaran tanah secaraaimbaik
dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah sestmaatik
maupun sporadik.
b. Hak Guna Bangunan: untuk tanah yang luasnya tielaik ldari
2.000 m2 (dua ribu meter persegi) kecuali mengeaaah
bekas Hak Guna Usaha, dan semua pemberian Hak Guna
Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan.

Tanah B atau Panitia B yang bertugas melakukan mplesaan tanah dalam rangka
penyelesaian permohonan, perpanjangan, dan pembahadak Guna Usaha. Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia KEputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, Keputusan KBPN Nomor 12 Tahun
1992, Psl. 1 dan Psl. 6.
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c. Hak Pakai: untuk tanah pertanian yang luasnya tielaik dari
2 HA (dua hektar) dan atas tanah non pertanian Y@esnya
tidak lebih dari 2.000 m? (dua ribu meter persdguali
mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha, dan semuaeamb
Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan.

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalpiRso
memberi keputusan mengenai pemberian:

a. Hak Milik: atas tanah pertanian yang luasnya letan 2 HA
(dua hektar) dan atas tanah non pertanian yangyaasdak
lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), kacwyang
kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepadzmlie
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

b. Hak Guna Usaha: atas tanah yang luasnya tidak tyin200
HA (dua ratus hektar).

c. Hak Guna Bangunan: atas tanah yang luasnya tidk teari
150.000 m? (seratus lima puluh ribu meter persdgyuali
yang kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan deepa
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

d. Hak Pakai: atas tanah pertanian yang luasnya labilzdHA
(dua hektar) dan atas tanah non pertanian yangyaasdak
lebih dari 150.000 m?2 (seratus lima puluh ribu metersegi),
kecuali kewenangan pemberiannya telah dilimpahkgpa#éa
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasiongbiRsojuga

berwenang memberi keputusan mengenai pembatalamnuisam

pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan KepalatoKa

Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang terdapat dadaim

dalam penerbitannya dan pemberian hak atas tanalg ya

kewenangan pemberiannya dilimpahkan kepada KepalatoK

Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan kepada KepatdorKa

Wilayah Badan Pertanahan Propinsi untuk melaksanpkéusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuap,tet
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3. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan ddaki
menetapkan pemberian hak atas tanah yang dibeskaara
umum.
Jika permohonan hak baru di atas tanah negara uikaalh maka
penerima hak akan menerima Surat Keputusan Pembeték (SKPH).
SKPH berisi:
1. Jenis hak yang diberikan
2. Syarat-syarat atau kewajiban penerima hak, araara |
a. Memberi tanda batas pada setiap sudut tanah sehiedms
batas-batas tanah yang diberikan kepada Pemohon

b. Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) ke Kantor Pajak

c. Pembayaran sumbangan Yayasan Dana Landreform sebesa
50% dari jumlah uang pemasukan yang ditetapkan

d. Pendaftaran hak di Kantor Pertanahan Seksi Penaaffanah
setempat untuk dibuatkan Buku Tanah dan Sertipiak
Tanah sebagai tanda bukti haknya.

Hak atas tanah tersebut lahir setelah Kantor Pantn Seksi
Pendaftaran Tanah menerbitkan Buku Tanah sebamdél&u Tanah tertera
mengenai subjek hak atas tanahnya sehingga pati#gwsaanbul hubungan
hukum konkrit antara subjek dengan tanahnya séegeh Kepada subjeknya
kemudian diberikan Sertipikat Hak atas Tanah.

Dalam hal pembangunan rumah susun, yang mengapéamohonan
hak atas tanah adalah penyelenggara pembangunan pgta umumnya
merupakan badan hukum swasta sehingga hak atas yang dimohonkan
berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan %ettidak atas Tanahnya
adalah atas nama penyelenggara pembangunan.

Jika tanah didapatkan dengan cara pemindahan haks klipastikan
terlebih dahulu bahwa penyelenggara pembangunanpadean subjek dari
hak atas tanah yang tersedia. Jika ya, maka memasdal 37 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaffBaaah, peralihan hak
atas tanah dan hak milik atas satuan rumah sustalumgial beli, tukar
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menukar, hibah, pemasukan pada perusahaan dan aterbthukum
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan haklmédéang, hanya dapat
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibakth Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang berwenang kecuali dalam &aadertentu dimana
Menteri dan Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaétmindahan hak atas
bidang tanah hak milik tanpa adanya akta yang dibleda PPAT. Dalam hal
tersebut, Kepala Kantor Pertanahan menyatakan b&hdar kebenarannya
dianggap cukup untuk pendaftaran pemindahan hakliat. Untuk peralihan
karena lelang, dibuktikan dengan adanya kutipaalatslelang yang dibuat
oleh Pejabat Lelang. Setelah semua syarat yangukpe untuk pendaftaran
peralihan hak diberikan kepada Kantor Pertanah@mcaiatan peralihan
dilakukan dengan cara:

a. nama pemegang hak lama di dalam buku tanah didengtan tinta
hitam dan dibubuhi paraf Kepala Kantor Pertanahian ®ejabat
yang ditunjuk;

b. nama atau nama-nama pemegang hak yang baru dituliskda
halaman dan kolom yang ada dalam buku tanahnyaadeng
dibubuhi tanggal pencatatan, dan besarnya bagimap gemegang
hak dalam hal penerima hak beberapa orang dannyeshagian
ditentukan dan kemudian ditandatangani oleh Kep&éantor
Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan cap diegor
Pertanahan;

c. yang tersebut pada huruf a dan b juga dilakukara Eitipikat
hak yang bersangkutan dan daftar-daftar umum langymemuat
nama pemegang hak lama;

d. nomor hak dan identitas lain dari tanah yang dkalihdicoret dari
daftar nama pemegang hak lama dan nomor hak damitate
tersebut dituliskan pada daftar nama penerima hak.

Apabila pemegang hak baru lebih dari satu orang lt#n tersebut

dimiliki bersama, maka untuk masing-masing pemedeigdibuatkan daftar
nama dan di bawah nomor hak atas tanahnya dibesi dangan tinta hitam.

Apabila peralihan hak hanya mengenai sebagiansgsuatu hak atas tanah
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sehingga hak atas tanah itu menjadi kepunyaanrharpgmegang hak lama
dan pemegang hak baru, maka pendaftarannya dilakidsagan menuliskan
besarnya bagian pemegang hak lama di belakang iyantam menuliskan
nama pemegang hak yang baru beserta besarnya bagigndiperolehnya
dalam halaman perubahan yang disediakan. Sertipiatat yang dialihkan
diserahkan kepada pemegang hak baru atau kuasdikga.tanah yang
dialihkan belum bersertipikat atau terdaftar, malkda peralihan tersebut
dapat dijadikan alat bukti dalam pendaftaran pestéanah tersebut atas nama
si pemegang hak terakhir. Untuk peralihan hak taash, pemegang hak atas
tanah yang baru juga diwajibkan untuk membayar BBHSEbagaimana
diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tah0A0 2tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 18&hteBea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (UU Nomor 20 Tahun)2§00

Dalam hal subjek yang menerima peralihan hak asasht atau
pembeli tanah bukan merupakan subjek hak atas rigaadtau dengan kata
lain ia tidak dapat memiliki tanahnya, maka yangadadilakukan adalah
pemilik tanah lama melakukan pelepasan hak terlel@hulu kemudian
diikuti permohonan hak oleh pihak yang menginginkamah tersebut.
Pelepasan hak atas tanah adalah suatu perbuatam tagcupa melepaskan
hubungan hukum yang semula terdapat antara pemdgdngan tanahnya
melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakatasiengra memberikan
ganti rugi kepada pemegang haknya, hingga tanadp lyarsangkutan berubah
statusnya menjadi tanah negara. Acara pelepasannhakajib dilakukan
dengan surat pernyataan pelepasan hak yang disagdeti oleh pemegang
hak dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.lébet@nah tersebut

%8 Dalam pasal ini diatur mengenai objek pengenaad T yaitu setiap perolehan
hak atas tanah dan atau bangunan karena: a) pdraimdzak, karena: jual beli, tukar-
menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukamdgakrseroan atau badan hukum lainnya,
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, pekeamjuyembelian dalam lelang,
pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatknnh tetap, penggabungan usaha,
peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah; b) pambeak baru karena: kelanjutan
pelepasan hak, dan di luar pelepasan hak. Indof@signdang-undang tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, UU No. 20, LN. No. 130 Tahun 2000, TLN. No. 3988]. 2.
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berstatus tanah negara, maka pihak yang membutuiakean mengajukan
permohonan hak atas tanah tersebut.

Proses perolehan tanah dengan cara pencabutanldlakdn secara
paksa jika tidak ada kesediaan dari pemegang hak &anah untuk
menyerahkan tanahnya secara sukarela. Namun, prasésnya terbatas
untuk pengadaan tanah demi kepentingan umum olehefgah. Yang
termasuk kedalam kategori kepentingan umum adaddagsaimana diatur
dalam pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahuf ®&9flang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 teR@mgadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umumbgaihgnyi:

“‘Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanak
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana slichadkalam
Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan diknitileh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah, meliputi :

a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (dsdanah, di ruang atas
tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran @umiair
bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;

b.  waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bamgesagairan
lainnya;

c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta apitedminal;

d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggulapggulangan
bahaya
banjir, lahar, dan lain-lain bencana;

e. tempat pembuangan sampah;

cagar alam dan cagar budaya,

pembangkit, transmisi, distribusi tenagaikstr®

«Q

Setelah penyelenggara pembangunan mendapatkan tgaag
dibutuhkan dan dibuktikan dengan sertipikat hals denah atas namanya,
langkah selanjutnya adalah mendapatkan 1zin Md@diriBangunan (IMB)

*¥ Indonesia (6), Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan, Perpres
Nomor 65 Tahun 2006, Pasal 5.
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dari Pemerintah Daerah setempat dimana sebelumng@ayelenggara

Pembangunan wajib merencanakan secara terperidtahsebagai berik

a.

b.

C.

Menentukan dan memastikan masing-masing satuanhrgunsun
serta nilai perbandingan proporsionalnya,;
Rencana Tapak beserta denah serta potongannya;

Batas pemilikan bagian, benda dan tanah bersama.

Selain itu, penyelenggara pembangunan harus sudamentukan

peruntukan rumah susun yang akan dibangun, apakabk hunian, bukan

hunian, atau campuran. Kewajiban memperoleh IMBladdaebagaimana
diatur dalam pasal 30 PP No. 4 Tahun 1988. PernaohtviB dilakukan oleh

penyelenggara pembangunan dengan melampirkan paiE@ygersyaratan

sebagai berikut*

a.

b
C.
d

sertipikat hak atas tanabh;

. fatwa peruntukan tanah;

rencana tapak;

. gambar rencana arsitektur yang memuat denah daongzot

berserta pertelaannya yang menunjukkan dengan [eéssan
secara vertikal dan horizontal dari satuan rumaiisu

gambar rencana struktur beserta perhitungannya;

gambar rencana menunjukkan dengan jelas bagiaarbaydenda
bersama, dan tanah bersama;

gambar rencana jaringan dan instalasi besertangid@annya.

Setelah IMB diperoleh, maka penyelenggara pembargutapat

memulai kegiatan pembangunan rumah susun. Setelabbgngunan rumah

susun tersebut selesai, maka penyelenggara pemtzEngmengajukan

pengesahan pertelaan kepada Pemerintah D¥eRartelaan adalah uraian

dalam bentuk gambar dan tulisan yang memperjel@s{mtas rumah susun

9 Hutagalung (1), Op. Cit., him. 42.

¢ Indonesia (3)Qp. Cit., Psl. 30 ayat (2).

%2 Hutagalung (1)Op. Cit., him. 43.
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baik secara horizontal maupun vertikal, bagiandraes tanah bersama, benda
bersama, serta uraian mengenai nilai perbandingapogsional masing-
masing satuan rumah susunfiya.Pertelaan tersebut dibuat sendiri oleh
penyelenggara pembangunan, kemudian dimohonkarepangnnya kepada
Pemerintah Daerah, namun khusus untuk DKI Jakaidgukén kepada
Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Peit@m Nasional DKI
Jakarta. Terdapat syarat administratif yang waijgeiuhi guna permohonan
pengesahan pertelaan, antara lain:

a. Copy sertipikat hak atas tanah yang dilegalisasi;

b. Copy IMB yang dilegalisasi;

c. Pertelaan bangunan rumah susun yang bersangkutan;

d. Copy Surat 1zin Penunjukan dan Penggunaan Tan&{S!

Pertelaan sangat penting dalam sistem rumah skiarena dari sinilah
titik awal dimulainya proses Hak Milik Atas Satud&umah Susun. Dari
pertelaan tersebut akan muncul satuan-satuan risuabn yang terpisah
secara hukum melalui proses pembuatan Akta Penmsaha

Setelah selesainya pembangunan rumah susun, peggyaia
pembangunan wajib memiliki ljin Layak Huni terlebdahulu sebelum rumah
susun dapat dihuni. ljin Layak Huni akan dikeluarkalamana pelaksanaan
pembangunan rumah susun dari segi arsitektur, kiksst instalasi dan
perlengkapan bangunan lainnya telah benar-benamisdgngan ketentuan
dan persyaratan yang ditentukan dalam IMB yangdogjsutan. Persyaratan
administratif dalam hal pengajuan permohonan Ipydk Huni adalafi*

a. Fotocopy tanda bukti pemilikan tanah;

b. Fotocopy IMB;

c. Fotocopy tanda lunas PBB (terakhir);

d. ljin Lokasi dan rencana tapak;

% Tim Pengajar Mata Kuliah Hukum Agraria, bahan péshan Hukum Agraria
mengenai “Rumah Susun di Indonesia”, S1 FakultdsukruUniversitas Indonesia tanggal 11
Mei 2006.

% Kallo (1), Op. Cit., him. 85-86.
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e. Upaya pengelolaan lingkungan seperti; AMDAL, Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pewnaen
Lingkungan Hidup (UPL), Surat Pernyataan Pengefolaa
Lingkungan (SPPL), PIL Banijir;

f. Syarat-syarat lain yang ditentukan Pemerintah Daera

Dengan diterbitkannya ljin Layak Huni, maka penyelgara
pembangunan dapat menjual satuan rumah susun wasehr susun yang
dibangunnya kepada pembeli.

Setelah Izin Layak Huni didapatkan penyelenggaeaimngunan
wajib memisahkan rumah susun atas satuan-satuaahrgosun dan yang
meliputi bagian bersama, benda bersama, dan tarahrba dengan pertelaan
yang jelas melalui akta pemisahan sebagaimanardddlam Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun Te6&ng Bentuk dan
Tata Cara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemis&anah Susun
(Peraturan KBPN Nomor 2 Tahun 1989). Akta pemisahamibuat sendiri
oleh penyelenggara pembangunan kemudian disahkah Blemerintah
Daerah Tingkat Il, kecuali di DKI Jakarta oleh Guh&. Permohonan
pengesahan akta pemisahan diberikan dengan mekampakta pemisahan
dan pengesahan pertelaan yang telah disahkan méégdala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional. Setelah mendapat p&agedari Pemerintah
Daerah setempat, akta pemisahan tersebut didaftpdda Kantor Pertanahan
setempat dengan melampirkan Sertipikat Hak ataalTgang bersangkutan,
Izin Layak Huni, dan warkah-warkah lainnya yang edipkan®® Akta
Pemisahan beserta berkas-berkas lampirannya térdglgugunakan sebagai
dasar dalam penerbitan sertipikat hak milik atasiasa rumah susun dan
pembuatan buku tanahnya.

Setelah akta pemisahan didaftarkan dan dibuatkaku bianah
HMSRS, oleh Kantor Pertanahan diterbitkan sertiplHBISRS (SHMSRS)

® Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia@®graturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Serta Pendaftaran Akta
Pemisahan Rumah Susun, Peraturan KBPN Nomor 2 Tahun 1989, Psl. 4 ayat (2
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sesuai dengan jumlah satuan rumah susun, yang sgamuoaasih atas nama
penyelenggara pembangunan. Sertipikat HMSRS iisiti8r

a. Salinan buku tanah HMSRS;

b. Salinan surat ukur/gambar situasi tanah bersama

c. Gambar denah satuan rumah susun yang dengan jelas
menunjukkan tingkat rumah susun dan lokasi rumahrsu

Buku tanah HMSRS terdiri dari empat halaman y&itu:

a. Halaman muka atau halaman pertama;

b. Halaman kedua, bagian Pendaftaran Pertama yangidilatam
ruang a sampai | yang kemudian akan disalin kenu&artipikat
HMSRS, yaitu:

- ruang a diisi dengan nomor HMSRS dengan kode ndanoai
dan blok, jika di dalam tanah hak bersama tersdigngun
lebih dari satu blok dan nama Desa/Kelurahan letakah
susun tersebut Nomor satuan rumah susun dituligaseangka
latin, nomor lantai ditulis dengan angka romawimoo/kode
blok disesuaikan dengan nama/sebutan setempatnyasigg-
masing dipisahkan dengan garis miring.

- ruang b diisi dengan nama lokasi atau alamat Igmglenah
susun yang bersangkutan.

- ruang c diisi dengan hak atas tanah bersama yamgikin
jenis dan nomor hak, berakhirnya hak, serta noraartdnggal
Surat Ukur.

- ruang d diisi dengan nomor dan tanggal izin layakih

- ruang e diisi dengan tanggal dan nomor akta peraisakrta
tanggal dan nomor pengesahannya.

- ruang f diisi dengan nomor nilai perbandingan prejpmal.

% Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia@aturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta
Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Peraturan KBPN Nomor 4 Tahun
1989, Psl. 7 ayat (2)

" Ibid., Psl. 1 ayat (2) dan Psl. 5 ayat (2).
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- ruang g diisi dengan nomor dan tanggal gambar deaaian
rumah susun yang bersangkutan.

- ruang h diisi dengan nama pemilik/pemegang hakknaitas
satuan rumah susun.

- ruang i diisi dengan tanggal pembukuan hak tersellam
buku tanah dan tanda tangan Kepala Kantor Pertansdraa
Cap Kantor.

- ruang j diisi dengan tanggal penerbitan sertipitaatda tangan
Kepala Kantor Pertanahan dan Cap Kantor.

- ruang k diisi dengan nomor penyimpanan warkah yang
berkaitan dengan hak tersebut.

- ruang | disediakan untuk mencatat hal-hal yanggtiap perlu.

c. Halaman ketiga dan keempat disediakan untuk peardaft

peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya.

Setelah dibuatnya buku tanah dan sertipikat HMS$e®jpikat hak
atas tanah bersama yang masih atas nama penyeak@nggmbangunan
ditahan dan disimpan di Kantor Pertanahan sebageiali, namun khusus
untuk DKI Jakarta disimpan di Kantor Wilayah Bad@ertanahan Nasional
DKI Jakarta. Kemudian pada buku tanah dan sertijnifik atas tanah bersama
tersebut dibubuhi catatan mengenai diterbitkannyggunslah sertipikat
HMSRS diatas tanah tersebut beserta nomor seltiplkéSRS tersebuft
Jika satuan rumah susun kemudian dibeli oleh pamimaka dilakukan
pemindahan hak dengan akta PPAT kemudian aktebtersiedaftarkan pada
Kantor Pertanahan setempat dan dilakukan perub@raa pemegang haknya
pada SHMSRS dan buku tanah HMSRS dari pihak penggéa
pembangunan kepada pihak pembeli. Selanjutnya,ipigatt HMSRS
diberikan kepada pembeli sebagai pemegang hakheng

Dalam hal jual beli HMSRS, selain harga jual belng telah
disepakati, terdapat pajak-pajak yang harus ditkayarUntuk pihak penjual,
pajak yang wajib dibayarkan adalah Pajak Penglma@iRh) sedangkan untuk
pihak pembeli, pajak yang wajib dibayarkan adal&a Perolehan Hak atas

% bid., Psl. 8.
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Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Pengertian PPhgagbana diatur
dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983artigntPajak
Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadapgopribadi atau
perseorangan dan badan berkenaan dengan penghgeilgnditerima atau
diperolehnya selama satu tahun p&aRengan menjual satuan rumah susun,
maka terhadap penjual telah diterima penghasildeh ®arena itu, pajak ini
wajib dibayarkan. Pembeli dikenakan BPHTB karetahtenenerima hak atas
tanah dan/atau bangunan yang merupakan objek peag@&PHTB menurut
pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentssrgbBhan atas
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea détemol Hak atas
Tanah dan Bangundfl. Setelah semua pajak dibayarkan, buktinya akan
disertakan sebagai dokumen yang diserahkan olehl RIPfuk pendaftaran

peralihan hak di Kantor Pertanahan.

2.2.2 Pemilik Satuan Rumah Susun dan Perhimpunan Penghuni
Rumah Susun

Setelah dilakukan penjualan atas satuan rumah sdsun pihak
penyelenggara pembangunan kepada peminat melalai jaél beli yang
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), ntid&RS yang dijual
itu berpindah tangan kepada pembeli yang menjadiilg@ya yang baru.
HMSRS selain memberikan hak atas satuan rumah sigstentu kepada
pemegang haknya, juga memberikan hak atas bagesarba, benda
bersama, dan tanah bersama yang merupakan bagigrtigiak terpisahkan
dari satuan rumah susun yang bersangkutan, yargnyesberdasarkan NPP
yang telah ditentukan dan tercantum dalam sertipikkta jual beli tersebut
kemudian wajib didaftarkan kepada Kantor Pertanatebupaten/Kotamadya

% Indonesia (8)Undang-undang tentang Pajak Penghasilan, UU No. 7, LN No. 50
Tahun 1983, TLN No. 3263, Psl. 1

" Indonesia (9),Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, UU No. 20, LN No.
130, TLN No. 3988 Tahun 2000, Psl. 1.
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setempat. Pendaftaran dilaksanakan dengan membarbualtatan mengenai
jual beli yang telah dilakukan pada Buku Tanah dBiHMSRS yang

bersangkutan disertai pencoretan nama pemegang BM&Ra, kemudian
diserahkan kepada pembeli. Dengan pencoretan namegang HMSRS
lama dan pencantuman nama pembeli sebagai pemddBt®8RS baru,

pembeli telah secara resmi memiliki satuan rumahrstersebut.

Setelah satuan rumah susun terjual, maka selaajemyilik dan/atau
penghuni rumah susun wajib membentuk Perhimpunamgtmi
sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) Undadgng Nomor 16 Tahun
1985. Perhimpunan Penghuni bertugas mengaturtiketer kcamanan, serta
ketentraman lingkungan rumah susun karena padanyasavalaupun setiap
satuan dimiliki oleh pihak yang berbeda-beda nardatam rumah susun
terdapat bagian, benda, dan tanah bersama yang elpk@gmnya
membutuhkan kerjasama dari seluruh pemilik dan ipemgsatuan rumah
susun yang bersangkutan.

Perhimpunan Penghuni dibentuk dengan pembuatan ghtey
disahkan oleh Bupati atau Walikotamadya Kepala &a€eringkat 1l, dan
khusus DKI Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah keihd Perhimpunan
Penghuni berstatus sebagai badan hukum dan dapaikihepara penghuni
dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam malpar Pengadilaf
Seluruh pemilik dan/atau penghuni satuan rumah rsumialah anggota
Perhimpunan Penghuni dan mempunyai suara untuk amdrib keputusan
berkenaan dengan rumah susun.

Pengurus Perhimpunan Penghuni dipilih berdasarkasas a
kekeluargaan oleh dan dari anggota perhimpunan hpemgmelalui rapat
umum Perhimpunan Penghuni yang khusus diadakank uképerluan
tersebut. Namun, pada masa penjualan satuan runoghn,s pihak
Penyelenggara Pembangunan wajib bertindak sebaggupus Perhimpunan
Penghuni sementara sambil membantu persiapan p&mbanPerhimpunan
Penghuni yang sebenarnya sebagaimana diatur dedaal B7 ayat (4) PP
Nomor 4 Tahun 1988.

" Indonesia (3)Qp. Cit., Psl. 54.
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Setelah Perhimpunan Penghuni terbentuk, apabidapat satuan
rumah susun yang masih dimiliki oleh Penyelengd@embangunan, status
Penyelenggara Pembangunan adalah sebagai pemeg®I8R3IH atau
penghuni, sama seperti pemegang HMSRS dan/atathypeninnya. Hak
dan kewajiban Penyelenggara Pembangunan pun samgardenak dan
kewajiban pemegang HMSRS lainnya. Penyelenggarab&asgunan wajib
mematuhi segala peraturan yang dibuat Perhimpueagh®ni juga terikat
untuk membayar iuran pengelolaan atas satuan reosam yang dimilikinya.

Tugas pokok Perhimpunan Penghuni addfah:

a. mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah &angg
(AD/ART) yang disusun oleh pengurus dalam Rapat mu
Perhimpunan Penghuni;

b. membina para penghuni ke arah kesadaran hidupnbargang
serasi, selaras, dan seimbang dalam rumah susun dan
lingkungannya,;

c. mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yangntenc
dalam AD/ART;

d. menyelenggarakan tugas-tugas administratif penghgni

e. menunjuk atau membentuk dan mengawasi badan pémgelam
pengelolaan rumah susun dan lingkungannya;

f. menyelenggarakan pembukuan dan administratif keuraisgcara
terpisah sebagai kekayaan perhimpunan penghuni;

g. menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang tefetaptan
dalam AD/ART.

Pemilik dan/atau penghuni satuan rumah susun sebmgggota
Perhimpunan Penghuni memiliki hak dan kewajibanngranenjadi hak
anggota adalaf*

a. memilih dan dipilih menjadi pengurus perhimpunamgieini
sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dal2MART;

2 Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indendéeputusan Menteri

Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTSBKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta
Pendirian Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah
Susun, bagian IV homor 3.

3 bid., bagian VIII.
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b. mengajukan usul, pendapat, dan menggunakan atagefnarkan
hak suara yang dimilikinya dalam Rapat Umum Perhinan
Penghuni sesuai dengan ketentuan yang berlaku d&apat
Umum atau Rapat Umum Luar Biasa sesuai dengan tketen
dalam AD/ART;

c. memanfaatkan dan memakai pemilikan dan/atau peR@gun
satuan rumah susun secara tertib dan aman sesugarde
keperluan, termasuk bagian bersama dan tanah be&rsam

d. mendapat perlindungan sesuai dengan AD/ART.

Adapun kewajiban anggota Perhimpunan Penghunidala

a. memenuhi dan melaksanakan AD/ART, termasuk tetajakt
terbatas, peraturan tata tertib dan peraturanyraraiainnya baik
yang diputuskan dalam Rapat Umum atau Rapat LuasaBi
Perhimpunan Penghuni atau oleh Pengurus atau oksiharB
Pengelola yang disetujui oleh Pengurus;

b. memenuhi segala peraturan dan ketentuan yang beglakg
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang mengattarig rumah
susun;

c. membayar kewajiban keuangan yang dipungut olehifptiman
Penghuni dan/atau Badan Pengelola, sesuai dengaat-syarat
yang telah diperjanjikan antara pengurus dan Badangelola
ataupun berdasarkan ketentuan AD/ART;

d. memelihara, menjaga, mengatur, memperbaiki rumalinsaan
lingkungan atas bagian bersama, benda bersama, tanrsama,

e. memelihara, menjaga, mengatur, memperbaiki rumahrsyang
dimiliki dan dihuninya;

f. menunjang terselenggaranya tugas-tugas pokok Rengur
Perhimpunan Penghuni dan Badan Pengelola;

g. membina hubungan antar sesama penghuni satuan rsusaim
yang selaras berdasarkan atas kekeluargaan danasmadma
kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Indonesia.

Kewajiban keuangan yang wajib dibayar oleh anggeghputi:
1. Biaya pemeliharaarsérvice charge)
Biaya ini tidak terlepas dari upaya memelihara dagbersama,

benda bersama, dan tanah bersama di rumah susam &min:

" bid., bagian IX.
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biaya manajemen pengelola, pajak-pajak, pemakastik Idan air
untuk area bersama, asuransi, kebersihan, danikembzerbaikan
kecil. luran ini dibayarkan setiap bulan kepada BFRRn nantinya
akan dipergunakan Badan Pengelola untuk operaspmralvatan
benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama.

2. Biaya utilitas umumutility charge)

Biaya ini dimaksudkan sebagai cadangan untuk
penggantian/perbaikasommon property yang telah aus/rusak atau
yang telah berakhir umur ekonomisnya. Besarnya abiggng
ditanggung oleh masing-masing pemilik/penghuni  gedu
berdasarkan NPP-nya dan biaya ini biasanya disimg@am
bentuk tabungan atas nama perhimpunan penghuni.

3. Biaya cadangarsifking fund)

Biaya ini adalah biaya yang digunakan sebagai aatamuntuk
membangun kembali rumah susun bila keadaan rumabnsu
tersebut sudah tidak layak lagi untuk dihuni karemaur
bangunannya sudah lama. Besar biaya ini juga benkias NPP.
Selain itu, biaya ini pada saatnya nanti bisa tigaa sebagai biaya
perpanjangan sertipikat atas tanah bersama.

Untuk melaksanakan pengelolaan terhadap rumah ss&cara
keseluruhan, Perhimpunan Penghuni dapat menunjdiarB&engelola atau
membentuk Badan Pengelola sendiri. Jika Perhimpisoghuni menunjuk
pihak ketiga sebagai Badan Pengelola, maka BadageR¢a tersebut harus
berstatus badan hukum dan profesional. Badan R#agei nantinya akan
melaksanakan tugas seperti memelihara, mempemaikmenjaga ketertiban
rumah susun kemudian secara berkala memberikanralapdepada
Perhimpunan Penghuni.

Pada umumnya, rumah susun di Indonesia dibangun béslan
hukum swasta sehingga tanah tempat rumah susuirikeddlah berstatus
Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Suatu hari, ganglktu hak atas tanah
tersebut akan berakhir dan menurut Pasal 52 ParaRemerintah Nomor 4

Tahun 1988, para penghuni melalui Perhimpunan Remgidalah pihak yang
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berwenang mengajukan permohonan perpanjangan etaogharuan hak atas
tanah. Hal ini juga harus diperhatikan dan dipgisaa oleh Perhimpunan

Penghuni sejak jauh hari.

2.3 Masalah Perpanjangan Hak atas Tanah Bersama Rumah
Susun atas Nama Penyelenggara Pembangunan oleh

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun

2.3.1 Hak Penyelenggara Pembangunan atas Tanah Bersama Rumah
Susun Setelah Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
Diterbitkan dan Dialihkan Kepada Pihak Pembeli

Berdasarkan uraian mengenai proses pembangunanh rsmsun
dalam sub bab 2.2.1 terlihat bahwa Penyelenggamb&wsgyunan adalah
pemegang hak atas tanah yang akan digunakan uetukgmgunan rumah
susun sebagaimana ternyata dalam Sertipikat dan Bakah Hak atas Tanah
Bersama. Setelah rumah susun dibangun, maka Peggel@ Pembangunan
membuat Pertelaan dan Akta Pemisahan atas tiapnsatumah susun dan
kemudian berdasarkan kedua surat tersebut, Peggealen Pembangunan
memohon penerbitan Sertipikat Hak Milik atas SatiRanrmah Susun atas
setiap satuan rumah susun yang ada di bangunasbuérkepada Kantor
Pertanahan setempat.

Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Satuan RumalsuB beserta
Buku Tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun pagdnga adalah atas
nama Penyelenggara Pembangunan seluruhnya. Semétutampenerbitan
sejumlah Sertipikat dan Buku Tanah Hak Milik atasuan Rumah Susun ini
mengakibatkan disimpannya sertipikat Hak atas T&&bkamanya di Kantor
Pertanahan juga dilakukan pencatatan pada Settigde@ Buku Tanah Hak
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atas Tanah Bersamanya sebagaimana diatur dalarh&Beaaturan KBPN
Nomor 4 Tahun 1989 yang berburdyi:

“(1) Jika Rumah Susun yang bersangkutan telah atigesn atas
satuan-satuan rumah susun dan telah diterbitkatipikatnya,
maka sertipikat hak atas tanah bersamanya haruspais di
Kantor Pertanahan sebagai warkabh.

(2) Pada Buku Tanah maupun sertipikat hak atashtdrersama
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini difiutatatan
dengan tinta merah yang berbunyi sebagai berikut:
“Berdasarkan akta pemisahan tanggal ..... Nomoryang telah
disahkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala DaeratgKat I
...... tanggal ..... Nomor ...... diatas tanah hak ini telah
diterbitkan sebanyak ...... Sertipikat Hak MililaatSatuan Rumah
Susun. Lihat Buku Tanah Hak Milik atas Satuan RurSakun
Nomor ......... sampai dengan Nomor ....... danipesnannya.”

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya.......

Sertipikat Hak atas Tanah Bersama disimpan di KaRtrtanahan
sebagai warkah menurut Kepala Pusat Hukum dan Hyjasumasyarakat
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, &hdvani, dimaksudkan
sebagai pengamanan agar Penyelenggara Pembangioea dapat
melakukan perbuatan hukum atas tanah bersama uerdmbydasarkan
sertipikat Hak atas Tanah Bersama, misalkan mekgadianah tersebut
sebagai agunan di bank atau menjual tanah terssletglah SHMSRS
diterbitkan sebab Penyelenggara Pembangunan tidalegang sertipikat hak
atas tanah sebagai bukti penguasaannya secarasyatad tanah yang akan

ditransaksikan atau diagunk&hPengaturan ini diperlukan sebab HMSRS

S Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesi@@)Cit., Psl. 8.
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yang lahir setelah dibuatnya buku tanah dan SHM§R& mencakup hak
atas tanah yang dibagi secara proporsional unttigpséIMSRS. Dengan
demikian, setelah SHMSRS dan buku tanahnya dikenjt Sertipikat Hak
atas Tanah Bersama tidak lagi menjadi bukti pengedask atas tanah
bersama. Bukti pemegang hak atas tanah bersamaigh #ada pada
SHMSRS yang diterbitkan atas tanah tersebut.

Diterbitkannya SHMSRS atas tanah bersama tidak eEbkan
matinya Sertipikat Hak atas Tanah Bersama sebalombak atas tanah yang
tercantum dalam Sertipikat Hak atas Tanah Bersammu#lian akan
dicatatkan pada ruang c seluruh Sertipikat dan Blémoah Hak Milik atas
Satuan Rumah Susun yang berdiri di atas tanahbtgrsBengan demikian,
Sertipikat Hak atas Tanah Bersama digunakan sebagakan untuk
membuktikan adanya hak atas tanah bersama rumah s&rsebut.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya dengan adagryeatatan
mengenai penerbitan SHMSRS atas Sertipikat HakTataah Bersama, maka
pembeli satuan rumah susun secara otomatis mepg@degang hak atas
tanah bersama rumah susun setelah dilakukan baitarierhadap SHMSRS
dari pihak Penyelenggara Pembangunan kepada pérmakegi. Besarnya hak
pembeli selaku pemegang SHMSRS baru terhadap tasraamanya adalah
sebesar Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) y#&srgantum dalam
sertipikat tersebut. Namun sayangnya, pencatatag g#akukan terhadap
Sertipikat Hak atas Tanah Bersama setelah terbiBHIMSRS atas tanah
tersebut kurang tegas mencerminkan bahwa dengankidemseluruh
pemegang SHMSRS tersebut akan menjadi pemegangatzek tanah
bersama. Yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan KBBiXAX 4 Tahun 1989
hanya pencatatan bahwa diatas tanah bersama délogaor Hak tersebut
telah diterbitkan SHMSRS sejumlah sekian denganandrak sekian sampai
sekian. Selain itu, jika SHMSRS dialihkan kepadzakgilain, misalnya karena
jual beli satuan rumah susun, perubahan pemegamydanya dicatat pada
buku tanah dan SHMSRS, tidak pada buku tanah dépikat hak atas tanah

® Wawancara dengan Sri Maharani, Kepala Pusat Hukiam Hubungan
Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Republik Eglanpada hari Senin tanggal 3 Mei
2010.
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bersamanya, sehingga dikemudian hari akan terjaglbegdaan nama
pemegang hak atas tanah bersama yang tercatatSmatipikat Hak atas
Tanah Bersama dengan yang tercatat dalam SHMSR&kuiDpleh Sri

Maharani, ketidaktegasan peraturan yang ada merdapgt menimbulkan
persepsi yang berbeda-beda baik oleh Penyelenggamdangunan maupun
oleh petugas Kantor Pertanahan di berbagai wilagiatndonesia walau
sebenarnya secara logika seharusnya dapat disiarputiahwa dengan
terbitnya SHMSRS, hak atas tanah bersama sekedilditbkepada pemegang
HMSRS yang tercantum dalam sertipikat tersebuth @Bena itu, sebaiknya
segera setelah SHMSRS dibalik nama kepada pembaii dibentuk

Perhimpunan Penghuni atas Rumah Susun tersebuiimpenan Penghuni
segera memohon agar petugas Kantor Pertanahan ps¢tenencatatkan
nama-nama pemegang Hak atas Satuan Rumah Susunbgamglidalam

Buku Tanah dan Sertipikat Hak atas Tanah Bersamartyal ini merupakan

bentuk penegasan agar kelak tidak terjadi perbedaanahaman yang
memicu sengketa.

Sebagai perbandingan, peralihan hak dari Penyedeagg
Pembangunan Rumah Susun kepada pembeli satuan susah sebaiknya
mencontoh kepada peralihan hak atas tanah dareRgmgara Pembangunan
rumah biasal@nded house) kepada pembeli. Dalam hal rumah biasa yang
masing-masing berdiri di atas sebidang tanah, psak pembangunan
kompleks perumahan, Penyelenggara Pembangunan ikiesatu sertipikat
hak atas tanah yang disebut Sertipikat Induk. Sete¢luruh rumah didirikan,
Penyelenggara Pembangunan melakukan pemecaharnasakidang tanaf
yang bersangkutan sehingga timbul hak atas tanafatas tanah baru yang
kemudian akan dibeli oleh peminat bersama dengaramudiatasnya. Dalam

hal pemecahan hak atas tanah, untuk tiap bidarad tdibuatkan surat ukur,

bid.

8 pengertian pemecahan hak atas tanah diatur d&@asal 58 ayat (1) PP Nomor
24 Tahun 1997 yang mengatur: “Atas permintaan pemgdak yang bersangkutan, satu
bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecalrasseanpurna menjadi beberapa bagian,
yang masing-masing merupakan satuan bidang lesrgadh status hukum yang sama dengan
bidang tanah semula. Indonesia (Pgraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, PP
Nomor 24 Tahun 1997, Psl. 48 ayat (1).
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buku tanah dan sertipikat baru untuk menggantikaatsukur, buku tanah,
dan sertipikat asalnya. Sementara itu, surat uduky tanah dan sertipikat hak
atas tanah semula dinyatakan tidak berlaku lagigai@nmencantumkan
catatan dengan kalimat: “Tidak berlaku lagi karéa&nya sudah dibukukan
sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil penec@mpurna, yaitu Hak
...... Nomor ....... sampai dengan ....... (lihakl tanah nomor ....... sampai
dengan ...... )" yang dibubuhi tanda tangan Kepatat&r Pertanahan atau
pejabat yang ditunjuk berikut cap dinas Kantor &ehan’®

Ketika pembeli membeli salah satu rumah yang diRethyelenggara
Pembangunan tersebut, nama pembeli tersebut agatatdsebagai pemegang
hak atas tanah baru dalam sertipikat dan buku t&rapat rumah tersebut
berdiri sehingga hak atas tanah tersebut beralth glaak Penyelenggara
Pembangunan kepada pembeli secara resmi.

Dalam peraturan mengenai rumah susun, memang lsdtataadap
tanah bersama terbit SHMSRS, tidak terjadi pemethhk atas tanah seperti
padalanded house sehingga sertipikat hak atas tanah bersama tetégkbe
Namun karena telah terjadi pemilikan bersama atiaaht yang menyebabkan
subjek pemegang hak atas tanahnya berubah dari @a@k, yaitu
Penyelenggara Pembangunan, menjadi banyak pihéil,sgduruh pemegang
SHMSRS, seharusnya juga dilakukan pencatatan ba®ngan diterbitkan
dan dialihkannya sejumlah SHMSRS atas tanah bersamaka nama
pemegang hak atas tanah yang tercantum dalam isartgan Buku Tanah
Hak atas Tanah Bersama tidak berlaku lagi dan pengedak atas tanah
bersamanya yang baru adalah pemegang SHMSRS skeemama-sama
sesuai dengan NPP masing-masing. Sertipikat hakiatah bersama dengan
demikian hanya berfungsi sebagai bukti jenis hakgyaliberikan atas
sebidang tanah tersebut, baik berupa Hak Milik, Hakna Bangunan,
maupun Hak Pakai. Dengan kejelasan peraturan sepertmaka pada

prakteknya tidak akan lagi terjadi perbedaan pémrerslan kebingungan baik

9 Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaR@turan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PMNA/KBPN Nomor 3
Tahun 1997, Psl. 133 ayat (5).
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di pihak Badan Pertanahan Nasional maupun masyar@akam selaku

pembeli satuan rumah susun.

23.2 Perpanjangan Hak atas Tanah oleh Perhimpunan Penghuni
Rumah Susun

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 2.2.2l B@sPeraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 mengatur mengenpapgmgan hak atas

tanah rumah susun. Bunyi pasal tersebut ad4lah:

(1) Sebelum Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tdegara
yang di atasnya berdiri rumah susun sebagaimanakdund dalam
pasal 38 haknya berakhir, para pemilik melalui pepunan
penghuni mengajukan permohonan  perpanjangan  atau
pembaharuan hak atas tanah tersebut sesuai demgaturgn
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penerbitan perpanjangan atau pembaharuan hak atesh t
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur olehtévieDalam
Negeri.

Sebelumnya juga telah diuraikan bahwa rumah sus@wmumt
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 dapat didirikeatad tanah Hak
Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Perigalo dengan catatan
untuk Hak Pengelolaan harus sudah terdapat Hak 8angunan diatasnya
sebelum dapat dibangun rumah susun. Dari keemgaersebut, yang paling
populer digunakan sebagai alas hak untuk pembangumaah susun adalah
Hak Guna Bangunan karena rumah susun sebagian Odmargun oleh
penyelenggara pembangunan yang berbentuk badanmhuRarseroan
Terbatas yang bukan merupakan subjek dari Hak Mildk Pakai sebenarnya
dapat digunakan sebagai alas hak untuk membanguahrisusun, namun

pada prakteknya hak ini kurang populer di masyar#kkdak Guna Bangunan

8 Indonesia (3)Qp. Cit., Psl. 52.
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tersebut dapat berupa Hak Guna Bangunan murnaditahah negara, di atas
tanah Hak Milik, atau di atas tanah Hak Pengelol&@eh karena Hak Guna
Bangunan merupakan hak atas tanah yang paling bafiganakan untuk
pembangunan rumah susun, maka peristiva perpamahgk atas tanah
bersama merupakan peristiwa yang akan dialami s@élagian besar pemilik
dan/atau penghuni rumah susun. Sesuai dengan lateRasal 52 Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tersebut, jika tila&ktunya perpanjangan
hak atas tanah dilakukan, maka Perhimpunan Pengkbagai badan hukum
yang mewakili seluruh pemilik dan/atau penghunuaatrumah susun adalah
pihak yang bertugas dan diberi wewenang untuk mgmapgng hak atas
tanah bersama di Kantor Pertanahan.

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1887ang
Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997) mengaiowvad pendaftaran
perpanjangan jangka waktu hak atas tanah dilakwleargan mencatatnya
pada buku tanah dan sertipikat hak yang bersanglh#edasarkan keputusan
Pejabat yang berwenang memberikan perpanjangakgamgktu hak yang
bersangkutaf? Pejabat yang berwenang dalam hal ini mengacu pige
yang memberikan keputusan pemberian hak pada akaithas tanah tersebut
dimohonkarf® Permohonan perpanjangan beserta berkas-berkasmytiris
dimasukkan melalui Kantor Pertanahan Kabupatenfdatya.

Dalam penjelasan ayat tersebut dikatakan bahwaapgmgan jangka
waktu suatu hak tidak mengakibatkan hak tersebptihatau terputus. Oleh

karena itu untuk pendaftarannya tidak perlu dibamatkouku tanah dan

8 Walaupun pada dasarnya Hak Pakai tidak memilikiukengan dibandingkan
dengan Hak Guna Bangunan jika digunakan sebagahalaatas tanah bersama rumah susun
karena sama-sama dapat diperpanjang dan diperigbada kenyataannya Hak Pakai masih
dinomortigakan di Indonesia, setelah Hak Milik ddéak Guna Bangunan. Masyarakat merasa
lebih yakin apabila memiliki properti diatas Hak fauBangunan dibanding dengan Hak
Pakai. Inilah sebabnya Penyelenggara Pembangurm teemilih menggunakan tanah
dengan Hak Guna Bangunan untuk mendirikan rumalnsdsindonesia. Sri Maharar@p.

Cit. Pendapat ini juga diperkuat oleh pernyataan Kétoaum Asosiasi Penghuni Rumah
Susun Seluruh Indonesia (APERSSI), Ibnu Tadji, lmahweliau belum pernah menemui
anggota APERSSI yang rumah susunnya berdiri diatzeh Hak Pakai. Wawacara dengan
Ketua Umum Asosiasi Penghuni Rumah Susun Selurdbnksia (APERSSI), Ibnu Tadji,

pada hari Rabu, 12 Mei 2010

8 Indonesia (7)Qp. Cit., psl. 47.

8 Lihat tesis ini halaman 27-29.
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sertipikat baru. Selanjutnya dalam Pasal 130 PematMenteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Buial997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nom®al24n 1997 tentang
Pendaftaran Tanah diatur bahwa perpanjangan jawgké&u hak atas tanah
dicatat dalam halaman perubahan yang disediakalaldm buku tanah dan
sertipikat sehingga untuk perpanjangan jangka wéldk atas tanah tidak
diadakan perubahan nomor hak. Proses ini berbetgadgpembaharuan hak.
Dalam proses pembaharuan hak, hak atas tanah gamg hapus dan atas
tanah yang sama kemudian diberikan hak yang bdeh Karena itu, buku

tanah dan sertipikat lama dinyatakan tidak berldén diganti dengan buku
tanah dan sertipikat baru dengan nomor hak baru.

Perpanjangan Hak Guna Bangunan wajib dimohonkaamdst-
lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangkaundik Guna Bangunan
tersebut, begitu pula dengan pembaharuannya yayjilg évajukan selambat-
lambatnya dua tahun sebelum jangka waktu perpaajangak Guna
Bangunan tersebut berakhir sebagaimana diatur da&sal 27 PP Nomor 40
Tahun 1996. Kemudian, perpanjangan atau pembah#gtsebut akan dicatat
pada buku tanah di Kantor Pertanahan. Khusus udak Guna Bangunan
diatas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan tidak adagiperpanjang
melainkan diperbaharui saja dan untuk pembaharuan diperlukan
persetujuan dari pemegang Hak Milik atas tanalebers Sementara itu, jika
hak atas tanah bersamanya berupa Hak Guna Bangliai@s tanah Hak
Pengelolaan, untuk perpanjangan Hak Guna Bangundutubdkan
persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan atas yang bersangkutan.

Dalam hal perpanjangan hak atas tanah bersama raosam yang
berupa Hak Pakai, permohonan juga harus diajuk@mbeat-lambatnya dua
tahun sebelum jangka waktu hak tersebut berakmmragabila permohonan
perpanjangan Hak Pakai tersebut disetujui, dilakupancatatan di buku
tanah hak tersebut. Sama seperti pada Hak GunauBangHak Pakai diatas
tanah Hak Milik tidak dapat diperpanjang dan hamjgpat diperbaharui

dengan persetujuan pemegang Hak Milik.
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Jika hak atas tanah bersama berakhir jangka waktumgka hak atas
tanah bersama akan haffusan dengan demikian, HMSRS yang melekat
diatasnya juga turut hapus. Oleh karena itu, pgntwagi Perhimpunan
Penghuni untuk mengetahui kapan jangka waktu hak #&anah bersama
rumah susunnya habis agar dapat segera diperpanjang

Untuk proses perpanjangan hak atas tanah bersamahrsusun,
walaupun dengan terbitnya SHMSRS berarti pemegaalg dtas tanah
bersama beralih dari pihak yang namanya tercanalamdSertipikat Hak atas
Tanah Bersama kepada pihak yang namanya tercargiam EHMSRS yang
bersangkutan, untuk proses perpanjangan hak atesh thersama tetap
dibutuhkan Sertipikat Hak atas Tanah Bersama yasgnplan di Kantor
Pertanahan, khusus untuk DKI Jakarta, penyimpanemiptkat Hak atas
Tanah Bersama dilakukan di Kantor Wilayah Badanaehan Nasional DKI
Jakarta, sebagai warkah. Hal ini disebabkan kadzhiam SHMSRS, pada
kolom ¢ halaman Pendaftaran Pertamanya, untuk bdktnya hak atas tanah
bersama rumah susun tersebut masih mengacu pagakdeHak atas Tanah
Bersamanya.

Secara ringkas, dalam hal perpanjangan hak atab taimah susun,
Perhimpunan Penghuni mengajukan Surat Permohongrarif@ngan Hak
atas Tanah kepada Kantor Pertanahan setempat toéxiiggaran Dasar
Perhimpunan Penghuni yang telah disahkan olehnsistzang berwenang.
Setelah itu, Kantor Pertanahan akan mengumpulkakunden yang
dibutuhkan yaitu: surat permohonan, salinan Anggddasar Perhimpunan
Penghuni, Risalah Pemeriksaan Tandtonétatering Rapport), fotokopi
Gambar Situasi, fotokopi Sertipikat Hak atas Tarm@drsama, dan Surat
Keterangan Status Tanah. Dokumen tersebut kemudiialiti oleh instansi
yang berwenang memberikan perpanjangan hak atad tamngantung luas
tanah yang haknya akan diperpanjang. Bila permahatiaetujui, maka
kepada pemohon akan diberitahukan mengenai kewajibéuk membayar
Uang Pemasukan kepada negara sebelum dapat mekalaffeerpanjangan

hak atas tanahnya. Selain membayar Uang Pemasukarhimpunan

8 Indonesia (2)0p. Cit., Psl. 35 ayat 1(a) dan Psl. 55 ayat (1) a.
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Penghuni juga wajib membayar biayKonstatering Rapport, biaya
Permohonan Perpanjangan Hak atas Tanah Bersam#&jaj@nPermohonan
Perpanjangan Hak Milik atas Satuan Rumah Susuelg®esemua kewajiban
pembayaran dipenuhi, Perhimpunan Penghuni menyanahBHMSRS
seluruh satuan rumah susun kepada Kantor Pertanahtuk diberikan
catatan dan pengesahan perpanjangan hak atas gadahmasing-masing
sertipikat tersebut. Dalam sertipikat dan buku tansak atas tanah
bersamanya juga dilakukan pencatatan dan pengepah@enjangan hak atas
tanah tersebdf Berdasarkan Pasal 130 ayat (4) PMNA/KBPN Nomor 3
Tahun 1997, pencatatan tersebut berupa kalimatdd®arkan Keputusan ......
Nomor ..... tanggal ...... hak ini diperpanjanggjea waktunya dengan .....
tahun sehingga berakhir pada tanggal ..... " lalandiatangani oleh pejabat
yang berwenantf

Jika tanah bersama yang akan diperpanjang beruga Glama
Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan, maka set@mbayar uang
pemasukan kepada negara juga wajib membayar uamgsp&an kepada
instansi pemegang Hak Pengelolaan yang bersangiguiaa mendapatkan
persetujuan perpanjangan Hak Guna Bangunan dariegmmny Hak
Pengelolaan.

Dasar pengenaan dan perhitungan besarnya Uang #emagang
dikenakan dalam hal perpanjangan hak atas tanantédsaya-biaya lainnya
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20Q@a@ng arif atas Jenis
Peneriman Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada rB&krtanahan
Nasional.

Sebagaimana diatur dalam pasal 130 PMNA/KBPN No#&diahun
1997, perpanjangan hak atas tanah tidak mengubabrritak. Demikian pula
dalam penjelasan Pasal 47 PP Nomor 24 Tahun 18@ifakian bahwa
perpanjangan jangka waktu suatu hak tidak mengtdabdak tersebut hapus

8 Berdasarkan wawancara dengan Admin Pengolahanizaimr Pertanahan Kota
Administratif Jakarta Selatan — DKI Jakarta, HikmaGunadirga pada hari Rabu, 12 Mei
2010, dan Fifi Tanang, Ketua Perhimpunan Penghyrar#®men Mangga Dua Court pada
hari Kamis, 13 Mei 2010.

8 Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaO@)Cit., Psl. 130 ayat (4).
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atau terputus. Dengan kata lain, pemberian perpgaja hak atas tanah
beserta pencatatannya pada buku tanah maupunksrtipk atas tanah tidak
menyebabkan terjadinya peralihan hak atas tanaéltet. Terhadap sertipikat
dan buku tanah hanya dicatatkan pada halaman pembbahwa jangka
waktu hak atas tanahnya bertambah. Hal ini tidakimleulkan masalah jika
perpanjangan hak dilakukan pada sertipikat dan ldakah hak atas tanah
biasa, namun lain halnya bila dilakukan terhadag htas tanah yang
terhadapnya diterbitkan SHMSRS.

Masalah pencatatan perpanjangan hak atas tanah gisadgikan
terhadap hak atas tanah yang terhadapnya ditembifddMSRS timbul
berkaitan dengan ketidaktegasan peraturan mengesraiatatan peralihan
pemegang hak atas tanah bersama setelah SHMSRStkiste dan dialihkan
dari Penyelenggara Pembangunan kepada pihak pepaukli Sertipikat Hak
atas Tanah Bersama. Sebagaimana diuraikan dalanbaul®.3.1, setelah
diterbitkan SHMSRS atas tanah bersama, atas bunah tdan sertipikat hak
atas tanah bersama dilakukan pencatatan mengenarbgen SHMSRS
tersebut. Namun, tidak terdapat pengaturan didgh@maturan perundang-
undangan apapun mengenai pencatatan bahwa demdjakatinya SHMSRS
diatas tanah bersama tersebut maka pemegang lsalamad bersama menjadi
beralih dari yang namanya tercantum dalam Sertiptak atas Tanah
Bersama kepada pemegang HMSRS yang namanya tercadalam
SHMSRS.

Ketiadaan pengaturan secara tegas mengenai pamcptglihan hak
atas tanah bersama setelah dialihkannya SHMSRS8ajpat menimbulkan
perbedaan persepsi pada prakteknya, terutama tagrkalengan siapa
pemegang hak atas tanah bersama ketika perpanjhagatas tanah bersama
harus dilakukan. Contoh nyata mengenai hal ini deatl dalam kasus
perpanjangan hak atas tanah bersama ITC Roxy Mas.
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2.4 Kasus Perpanjangan Hak Guna Bangunan Rumah Susun

Campuran I TC Roxy Mas

24.1 Posis Kasus Perpanjangan Hak Guna Bangunan Rumah Susun

Campuran ITC Roxy Mas®’

Rumah Susun Campuran ITC Roxy Mas adalah rumahnsyang
dibangun diatas tanah Hak Guna Bangunan denganrnoako2218/Cideng
seluas 15.910 M2 oleh Penyelenggara Pembanguna®uird.Pertiwi, Tbk.
(PT. Duta Pertiwi). Rumah Susun Campuran ITC RoxsNerdiri atas satu
tower dengan tiga belas lantai dengan 603 satuaalrisusun non hunian dan
120 satuan rumah susun hunian. Hak Guna Bangumsebte habis jangka
waktu berlakunya pada tanggal 10 Mei 2005 sehirsggelum berakhirnya
jangka waktu tersebut, para pemilik satuan rumaursuvajib melakukan
perpanjangan Hak Guna Bangunannya.

Pada tanggal 16 Pebruari 2004, diadakan pertemuotaraapihak
Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat yangkitliveieh Bambang
Priono dengan PT. Duta Pertiwi yang diwakili oleidWan Tjipto, Ketua
Perhimpunan Penghuni ITC Roxy Mas Kent Wijaya,s&adan Pengelola
ITC Roxy Mas yaitu PT. Jakarta Sinar Intertradegydiwakili Erlin Hanan.
Pertemuan tersebut guna membahas syarat-syaratkef@mtuan untuk
memperpanjang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomb8/Z2deng tersebut
dan informasi yang didapatkan adalah sebagai lderiku

a. Jika Sertipikat HGB Nomor 2218/Cideng diperpanjaatgs

nama PT. Duta Pertiwi maka tidak dikenakan Pajak
Penghasilan (PPH) 5% dan Bea Perolehan Hak atashTdam
Bangunan (BPHTB) 5%

b. Jika Sertipikat HGB Nomor 2218/Cideng diperpanjaatgs

nama Perhimpunan Penghuni SARUSUN Campuran ITC Roxy

87 Berdasarkan Risalah Rapat Pengurus Perhimpunamh@en SARUSUN
Campuran ITC Roxy Mas tanggal 26 Pebruari 2004 Matulen Gelar Perkara tanggal 25
Juli 2007 yang dibuat oleh Deputi Bidang Pengkaglan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik ésén
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Mas maka pihak yang mengalihkan hak tanahnya (Rifa D
Pertiwi) dan pihak yang menerima pengalihan hakahan
(Perhimpunan Penghuni SARUSUN Campuran ITC Roxy
Mas) akan membayar PPh 5% dan BHTB 5% sesuai dengan
Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 1994 dengansam
sebagai berikut:

= ((Luas Tanah X NJOP Tahun 2004) — Rp. 60.000-p00,

5%

= ((15.910 M2 X Rp. 8.875.000,-) — Rp. 60.000.0P8,5%

= Rp. 7.057.062.500,- (untuk masing-masing pihak)

Guna menghemat biaya, maka Pengurus Perhimpunaghiien
memutuskan untuk memohon kepada PT. Duta Pertivaraetertulis agar
namanya dapat digunakan untuk sementara waktu da&nperpanjangan
Sertipikat HGB Nomor 2218/Cideng.

Proses perpanjangan hak atas tanah kemudian didalatks nama PT.
Duta Pertiwi melalui Kantor Pertanahan Kotamady&ata Pusat dan
diteruskan kepada Kantor Wilayah Badan PertanalasioNal DKI Jakarta.
Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadamaRahan Nasional
DKI Jakarta Nomor 026.15-550.2-09.01-2004 tertahgy@é Juni 2004,
permohonan perpanjangan HGB Nomor 2218/Cidengujisaedan diberikan
kepada PT. Duta Pertiwi, Tbk. Kewajiban pembayanamuk proses
perpanjangan hak atas tanahnya hanya berupa perabdyang Pemasukan
sebesar Rp. 470.471.000,- yang dilakukan melaluidBearawan Khusus
Penerima pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan nNasiDKI Jakarta.
Untuk segala biaya pendaftaran tersebut, digunakamg dari kas
Perhimpunan Penghuni.

Setelah proses perpanjangan selesai, atas Sertid&® Nomor
2218/Cideng maupun seluruh SHMSRS ITC Roxy Mas llibu catatan
“Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Bdéartanahan Nasional
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 026/15-550-2102004 tanggal 16
Juni 2004, Hak Guna Bangunan No. 2218/Cideng dilmeriperpanjangan
jangka waktu haknya selama 20 (dua puluh) tahuadepekas pemegang
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hak (Perseroan Terbatas “PT. DUTA PERTIWI, Tbk.erkedudukan di
Jakarta), sehingga berakhir pada tanggal 09-05-2025

Sebanyak 15 pemilik satuan rumah susun selaku &énggohimpunan
Penghuni ITC Roxy Mas yang dipimpin Aguswandi Tagumerasa
keberatan dengan perpanjangan hak atas tanah lbef$@rRoxy Mas atas
nama PT. Duta Pertiwi karena mereka merasa tidakrithhu mengenai
proses perpanjangan hak atas tanah tersebut. Rerieyang dilakukan
dengan Badan Pertanahan Nasional pada tanggallit6afie2004 pun tidak
diinformasikan kepada anggota. Hal ini, menurutudwandi Tanjung,
disebabkan karena pengurus Perhimpunan PenghunRGxy Mas adalah
karyawan PT. Duta Pertiwi sendiri dan bukan pengldan/atau pemilik
satuan rumah susun ITC Roxy Mas. Sejak semula,ysesgPerhimpunan
Penghuni ditunjuk secala langsung oleh PT. DutdaiiAerdemikian pula
dengan penunjukan PT. Jakarta Sinar Intertradegaet®@adan Pengelola
Gedung ITC Roxy Mas. Aguswandi Tanjung beserta tdn@ lainnya
kemudian mengajukan gugatan perdata melalui Peagatlegeri Jakarta
Pusat untuk mengadili perihal perpanjangan haktatesh bersama atas nama
PT. Duta Pertiwi, namun Majelis Hakim Pengadilangéie Jakarta Pusat
melalui Putusan Nomor 173/PDT.G/2005/PN/JKT/PSDdah 1 Maret 2006
memutuskan bahwa perpanjangan sertipikat HGB Na22di8/Cideng atas
nama PT. Duta Pertiwi adalah sah karena PT DutéwPeaxdalah benar
pemegang hak menurut sertipikat dan buku tanahGiada Bangunan Nomor
2218/Cideng. Putusan ini dikuatkan dengan putusatha gingkat banding
dengan nomor putusan 251/PDT/2006/PT.DKI tangdgak®ber 2006.

Pada tanggal 25 Juli 2007, Deputi Bidang PengkajamPenanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahasiomdg Republik
Indonesia mengadakan gelar perkara untuk membalasalah tersebut
berdasarkan surat permohonan dari Aguswandi Tanglkkg Dari proses
gelar perkara itu disimpulkan bahwa pemberian pggpgan Hak Guna
Bangunan atas nama PT. Duta Pertiwi terhadap s@ttipiGB Nomor
2218/Cideng tersebut adalah bertentangan dengaNdwhbr 16 Tahun 1985
dan PP Nomor 4 Tahun 1988 antara lain karena pergegak atas tanah

57 Universitas Indonesia

Implikasi sertifikat..., Martina, FH Ul, 2010.



HGB Nomor 2218/Cideng seharusnya adalah para pemgddak Milik atas
Satuan Rumah Susun (pecahan HGB Nomor 2218/Cidaity) atas nama
PT. Duta Pertiwi dan orang-orang/badan hukum yasmglattar sebagai
pemegang HMSRS, bagian masing-masing besarnyaisdsngan NPP.
Pemberian perpanjangan HGB kepada PT. Duta Pdx¢ikarti menghapuskan
hubungan hukum (Hak Keperdataan) para pemegangdrakgang HMSRS
dengan Hak atas Tanah Bersama HGB Nomor 2218/Cidgagg
mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutanirSelg dengan adanya
catatan pada buku tanah HGB Nomor 2218/Cideng matesa PT. Duta
Pertiwi ditulis “Sudah diterbitkan 723 sertipikatM$RS berdasarkan akta
pemisahan tanggal 3 Juni 1996 dibuat oleh PT. Rediwi, disahkan
Gubernur DKI Jakarta tanggal 19 Agustus 1996 Nd.61ahun 1996” yang
berarti pemegang HGB Nomor 2218/Cideng adalah oeaag badan hukum
pemegang HMSRS (asal pemisahan HGB Nomor 2218/G)dgaitu PT.
Duta Pertiwi (SHMSRS yang belum terjual) dan pagapeli HMSRS yang
bersangkutan. Sedangkan penguasaan secara yuaididistk atas satuan
rumah susun yang terjual adalah dikuasai oleh/a@®a para pembeli
masing-masing satuan rumah susun dimaksud.

Oleh karena itu, dalam gelar perkara diambil kesilap bahwa Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahasioNal Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 026/15-550.2-09-0142@inhggal 16 Juni
2004 cacat hukum administratif dalam penerbitanmgn atas proses
perpanjangan hak atas tanah tersebut dapat dilakuk&anisme pembatalan
hak, diralat/direvisi haknya atau pelepasan hak.

Sebagai tindak lanjut pernyataan Badan Pertanatesioial dalam
gelar perkara tersebut, pada tanggal 15 Agustug 8iz@akan mediasi antara
pihak Badan Pertanahan Nasional, PT. Duta Pertemn, PPRS ITC Roxy
Mas. Dalam mediasi itu disepakati bahwa pihak PPRSRoxy Mas akan
mencabut permohonan kasasi mereka dan Sertipikat Gima Bangunan
Nomor 2218/Cideng akan diganti menjadi atas namRSPAC Roxy Mas.
Namun, sampai saat ini tidak ada pelaksanaan asspikatan tersebut.
Putusan Kasasi Nomor 1436/K/Pdt/2007 pada tangdal April 2008
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menyatakan bahwa perpanjangan Hak Guna BangunaromM22i8/Cideng
atas nama PT. Duta Pertiwi sah, dan saat ini parikaisedang berada dalam

tahap Peninjauan Kembali.

24.2 Analisa terhadap Perpanjangan Hak Guna Bangunan Rumah
Susun Campuran I TC Roxy Mas

Berdasarkan posisi kasus, dapat terlihat bahwakahpgrmasalahan
proses perpanjangan HGB Nomor 2218/Cideng sebagalhtbersama Rumah
Susun Campuran ITC Roxy Mas adalah pendapat KaRentanahan
Kotamadya Jakarta Pusat yang menyatakan bahwalapaiopanjangan hak
atas tanah dilakukan atas nama PPRS ITC Roxy M&s mkan dikenakan
biaya berupa PPh bagi PT. Duta Pertiwi dan BPHT& P&#PRS ITC Roxy
Mas. Dari pendapat tersebut dapat terlihat bahwantdfa Pertanahan
Kotamadya Jakarta Pusat memandang dalam prosesnmergan hak yang
demikian akan terjadi peralihan hak sebab PPh daRTB hanya wajib
dibayarkan jika terjadi peralihan hak atas tana#jak® Penghasilan (PPh)
hanya wajib dibayarkan jika subjek pajak menerireaghasilan, dalam hal
ini dari tanah dan/atau bangunan sedangkan BPHTBahaajib dibayarkan
jika subjek pajak memperoleh hak atas tanah dankstagunan.

Pandangan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Persabut
kemudian dinyatakan tidak tepat oleh Badan Pertmdlasional melalui
gelar perkara tanggal 23 Juli 2007. Badan Pertan&lasional menyatakan
bahwa sejak diterbitkannya SHMSRS atas tanah HGBid¥d2218/Cideng
maka pemegang hak atas tanahnya adalah pemegan@&FSEINErmasuk
didalamnya PT. Duta Pertiwi dalam kapasitasnya gabgemegang
SHMSRS, bukan sebagai pemegang Sertipikat HaKTatash Bersama. Oleh
karena hal tersebut, jika perpanjangan hak ataghtdilakukan oleh PPRS
ITC Roxy Mas yang merupakan pemegang SHMSRS malak tierjadi
peralihan hak. Dengan demikian terlihat dalam satuh instansi pertanahan

sendiri bisa terdapat perbedaan pendapat. Hal iamiaktikan adanya
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ketidakjelasan peraturan mengenai peralihan hak tateah bersama setelah
SHMSRS dialihkan dari pihak Penyelenggara Pembaamglapada pembeli.
Berdasarkan analisa terhadap peraturan perundategigan yang ada
yaitu UU Nomor 16 Tahun 1985 beserta peraturarkpalnnya sebagaimana
telah dijelaskan dalam sub bab 2.3.1, pendapat Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia adalah pendapat yangrimedangkan pendapat
Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat addédh sabab:
1. Dalam perpanjangan hak atas tanah bersama tidgbeaalighan hak
Hal ini dengan jelas diatur dalam penjelasan Pd3alPP
Nomor 24 Tahun 1997 bahwa perpanjangan jangka wskdiu hak
tidak mengakibatkan hak tersebut hapus atau tespGtieh karena itu
pemegang hak atas tanah yang lama tetap menjadigae hak atas
tanah setelah perpanjangan hak.
2. Pemegang Hak Guna Bangunan Nomor 2218/Cideng adalah
Pemegang SHMSRS ITC Roxy Mas
Memang berdasarkan sertipikat hak atas tanah barséaik
Guna Bangunan Nomor 2218/Cideng nama pemegang adkumikan
PPRS ITC Roxy Mas atau seluruh pemegang HMSRS [0Xy Rlas
melainkan PT. Duta Pertiwi selaku Penyelenggaralegunan ITC
Roxy Mas. Jika diatas tanah tersebut berdiri baaguwselain rumah
susun maka jelas pemegang hak atas tanah tersidlah gemegang
sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2218/Cidengetrrs yaitu PT.
Duta Pertiwi. Namun, jika diatas tanah tersebutdipetangunan
rumah susun, menurut UU Nomor 16 Tahun 1985 makaegang
hak atas tanahnya bukan lagi ditentukan oleh deatifHak Guna
Bangunan Nomor 2218/Cideng melainkan oleh SHMSR$ISRS
yang membuktikan adanya HMSRS diatas tanah tersebut
Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 1985 menyatakdmva
HMSRS meliputi juga hak atas bagian bersama, béedsama, dan
tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesaogrtidak
terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. Delegaikian, jika
seseorang telah memiliki SHMSRS, maka ia juga ledtas tanah
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bersama sebesar NPP yang dimilikinya. PT. Dutaividendiungkin

saja masih menjadi pemegang hak atas tanah bersaman besar
haknya terbatas pada NPP dari HMSRS yang dimilkingika
pemegang hak atas tanah bersama adalah pemeganB$M&ka
perpanjangan hak atas tanahnya juga harus dilakolednpemegang
HMSRS karena perpanjangan hak tidak merupakanilpanahak atas
tanah.

Menurut Pasal 54 ayat (2) PP Nomor 4 Tahun 1988,
Perhimpunan Penghuni berhak mewakili para penghdaliam
melakukan perbuatan hukum baik ke dalam maupundeagadilan.
Oleh karena itu, Perhimpunan Penghuni dapat mewp&ihegang
HMSRS untuk mengajukan permohonan perpanjangaratasktanah
bersama.

. Karena bukan merupakan peralihan hak atas tanaka fARh dan
BPHTB tidak wajib dibayarkan

Pada saat terjadinya proses perpanjangan yaitun tab04,
peraturan yang berlaku sebagai dasar hukum adakxatuiPan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahatu&Katas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentamgb&garan
Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanahtda Bangunan
(PP Nomor 79 Tahun 1999) jo. Peraturan Pemerintahdy 48 Tahun
1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan darabfegHak atas
Tanah dan/atau Bangunan (PP Nomor 48 Tahun 19940k un
pengenaan PPH atas peralihan tanah serta UndaaggiMébmor 20
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undangm&dmrahun
1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bamg(UU
Nomor 20 Tahun 2000) jo. Undang-undang Nomor 21uhah997
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BanguiamNomor 21
Tahun 1997).
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Dalam Pasal 1 PP Nomor 79 Tahun 1999 jo. PP NorBor 4
Tahun 1994, yang dimaksud dengan pengalihan hak &@aah
dan/atau bangunan yang menjadi objek PPH ad&lah:

a. penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahag,
pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atauain
yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah

b. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, pengeraak,
atau cara lain yang disepakati dengan pemerintata gu
pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk
kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan
khusus;

c. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, pengeraak,
atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan
persyaratan khusus.

Perpanjangan hak atas tanah tidak termasuk ke dalgek

pengenaan PPh atas tanah dan/atau bangunan.

Dalam Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2000 jo. UU Nombr 2
Tahun 1997 diatur bahwa objek BPHTB adalah peroleiak atas
tanah dan/atau bangunan kar&ha:

a. pemindahan hak, karena:

1. jual beli;
tukar-menukar;
hibah;
hibah wasiat;
waris;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;

N o g s~ w D

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8 |ndonesia (10)Peraturan Pemerintah tentang Pembayaran Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, PP Nomor 48 Tahun
1994, Psl. 1 ayat (2).

8 Indonesia (9)0p. Cit., Psl. 2.
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8. penunjukan pembeli dalam lelang;

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan

hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11.peleburan usaha,;
12.pemekaran usaha,;
13.hadiah.

b. pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan pelepasan hak;
2. diluar pelepasan hak.

Perpanjangan hak atas tanah juga tidak termasudakem
objek pengenaan BPHTB karena tidak termasuk kerdpmindahan
hak maupun pemberian hak baru.

Karena pendapat yang salah dari Kantor Pertanahatamadya
Jakarta Pusat selanjutnya diikuti dan digunakaandabroses perpanjangan
Hak Guna Bangunan Nomor 2218/Cideng, maka semakiydi kesalahan
yang terjadi. Pencatatan perpanjangan hak atak tmraama yang dilakukan
didalam sertipikat dan buku tanah hak atas tanasab® serta sertipikat dan
buku tanah HMSRS berupa pencantuman pemberianrpangan hak kepada
PT. Duta Pertiwi selaku bekas pemegang hak tidakaselengan pencatatan
yang seharusnya dilakukan. Seharusnya tidak per&inimkan kepada siapa
perpanjangan hak atas tanah diberikan karena getishperpanjangan hak
diberikan kepada pemegang haknya, tidak bisa kep#xdk lain. Pasal 130
ayat (4) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 mengatur segalas pencatatan
tersebut berupa kalimat: “Berdasarkan Keputusan Nomor ..... tanggal .....
hak ini diperpanjang jangka waktunya dengan .hunasehingga berakhir
pada tanggal ....” tanpa mencantumkan kepada fiagzanjangan tersebut
diberikan.

Selanjutnya, dengan pemberian perpanjangan hakatak bersama
kepada PT. Duta Pertiwi telah melanggar Pasal 8 @)auUU Nomor 16
Tahun 1985 karena seharusnya hak atas tanah bensemgakan satu

kesatuan dengan HMSRS. Dengan dipegangnya hakaaias bersama oleh
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PT. Duta Pertiwi, maka pemegang HMSRS yang lainl&egan hak atas
tanah bersamanya. Hal ini tentu merugikan pemegdnhg§RS yang lain.

Kesalahan pandangan dan prosedur seperti ini sshardidak terjadi
seandainya dilakukan pencatatan pada Sertipikat &lak Tanah Bersama
mengenai peralihan HMSRS selain pencatatan padaSit8Wang dialihkan
tersebut. Seharusnya segera setelah terdapathperadatu saja SHMSRS
diatas tanah bersama kepada pembeli satuan rumsimn,sulilakukan
pencoretan nama pemegang hak pada sertipikat dantéah hak atas tanah
bersama disertai pencatatan nama-nama pemegang B&IM&da halaman
“Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan, dan P&mtatainnya” buku
tanah dan sertipikat hak atas tanah bersamanyagaDedemikian, apabila
SHMSRS dialihkan dari satu pihak kepada pihak ldak atas tanah
bersamanya juga secara jelas turut beralih kepadé [ain tersebut.

Untuk satuan rumah susun yang belum dialihkan dahak
Penyelenggara Pembangunan kepada pembeli, sebajkgga dilakukan
pencatatan nama pemegang SHMSRSnya pada Sertlpidatatas Tanah
Bersama segera setelah Perhimpunan Penghuni dibgsntudisahkan, karena
semenjak Perhimpunan Penghuni dibentuk dan disahkatatus
Penyelenggara Pembangunan berubah menjadi pemddsi8RS biasa,
sama seperti pemegang HMSRS lainnya.

Pada saat perpanjangan haknya kelak, sudah jelagabpemegang
hak atas tanah bersama adalah seluruh pemegang B&Idéhingga tidak
terjadi kebingungan mengenai ada atau tidaknydipanahak. Demikian pula
dalam hal pembayaran PPh dan BPHTB, sudah jelak @dla kewajiban
pembayaran pajak yang demikian karena tidak adalipan hak sehingga
tidak ada penghasilan didalamnya.

Dalam hal kasus SARUSUN ITC Roxy Mas, sebaiknyalpikantor
Pertanahan segera mengoreksi catatan perpanjang&®B HNomor
2218/Cideng dengan menghapus nama PT. Duta Pestibagai penerima

perpanjangan hak atas tanah.

64 Universitas Indonesia

Implikasi sertifikat..., Martina, FH Ul, 2010.



